
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata 

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan 

Kernen terian Perdagangan; 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 7 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI 

NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 



MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG TATA 

CARA TUNTUTAN GANT! KERUGIAN NEGARA TERHADAP 

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT 

LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. 

Indonesia Tahun 2004 Nornar 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 

Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5934); 

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 ten tang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 

8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 

2017 ten tang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lan jut 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 6011); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 492); 
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Menetapkan 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai. 

2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan 
yang dilakukan terhadap pegawai negen bukan 
bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk 
memulihkan Kerugian Negara. 

3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai 
aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas 
selain tugas bendahara. 

4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat 
penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus 
pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai 
N egeri Bukan Bendahara. 

5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil 
pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara. 

6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai 
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang 
karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak 
di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam 
hukum. 

7. Yang Memperoleh Hak adalah orang a tau badan karena 
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah 
menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat 
berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan. 

8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup 
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang 
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 
disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk 
menyelesaikan Kerugian Negara. 

10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 
disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses 
penyelesaian Kerugian Negara. 

11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara 
yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat 
atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 
Menteri Perdagangan untuk menyampaikan 
pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian 
Negara. 

12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan 
dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau 
pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung 
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara 
dimaksud. 

13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah 
surat yang dibuat oleh Menteri Perdagangan, Kepala 
Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam 
hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. 

14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat 
keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang 
pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 

15. Laporan Tertulis Yang Bersangkutan adalah laporan 
secara tertulis dari Pegawai Negeri bukan Bendahara di 
lingkungan Kernen terian mengenai adanya 
kemungkinan terjadinya Kerugian Negara yang berada 
dalam penguasaannya. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan. 
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berada dalam penguasaannya dari kemungkinan 

terjadinya Kerugian Negara. 

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain di lingkungan Kementerian Perdagangan yang 

melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik 

langsung atau tidak langsung yang merugikan 

keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian 

dimaksud. 

Negara; Kerugian terjadinya kemungkinan 

dan/atau 

b. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang 

Pasal 3 

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib 

melakukan tindakan pengamanan terhadap: 

a. uang, surat berharga, dan/ a tau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaannya dari 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara tuntutan 

ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian 

Perdagangan atas uang, surat berharga, dan/ atau 

barang milik negara yang berada dalam penguasaan 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon 

Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lain. 

(2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang 

bukan milik negara yang digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan 

Kementerian Perdagangan. 

1 7. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpman tinggi 

madya pada unit eselon I atau pejabat pimpinan tinggi 

pratama pada unit eselon II di tingkat pusat, dan 

pejabat administrator pada unit pelaksana teknis di 

lingkungan Kementerian Perdagangan. 
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Pasal 5 
(1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib 

melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat 
menunjuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan 
satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi 
terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan menerbitkan surat tugas. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) terdapat indikasi 
Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau atasan 
Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. melaporkan kepada Menteri; clan 

b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan, 

Pasal 4 
lnformasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan 
Kementerian Perdagangan bersumber dari: 
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan 

langsung; 

b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau 
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan; 

c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 
d. laporan tertulis yang bersangkutan; 
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung 

jawab; 

f. perhitungan ex-officio; dan/ atau 
g. pelapor secara tertulis. 

BAB II 
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA 
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menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala 

Satuan Kerja. 

untuk PPKN selaku Menteri ( 1) Kewenangan 
Pasal 8 

Pasal 7 

Berdasarkan laporan basil verifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (4), Menteri selaku PPKN menyelesaikan 

Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti 
Kerugian. 

Bagian Kesatu 

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara 

BAB III 

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 

Pasal 6 

Dalam hal pegawai aparatur sipil negara di lingkungan 

Kementerian Perdagangan tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenai 

sanksi administratif berupa hukuman disiplin atau 

pembebasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di 

lingkungan satuan kerjanya. 

(5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(6) Ketentuan mengenai format surat tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan format laporan basil 

verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 4) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 9 
(1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan 

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN. 

(2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri 
atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan 
kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. 

(3) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai kriteria sebagai berikut: 
a. paling rendah pejabat atau pegawai yang setingkat 

dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; 
dan 

b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses 
penyelesaian Kerugian Negara. 

(4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan 
kompetensi pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan 
Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat atau 
pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan 
Kementerian Perdagangan. 

(5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani 
oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan 
Kerja atas nama Menteri selaku PPKN. 

(6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang 

Bagian Kedua 
Tim Penyelesaian Kerugian Negara 

(2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala 
Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk 
menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh atasan 
Kepala Satuan Kerja. 
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Pasal 11 

( 1) Bukti se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

huruf b diperoleh melalui: 

a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau 

b. permintaan keterangan, tanggapan, atau 

klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang 

yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui 

terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan 

dalam hasil pemeriksaan. 

Pasal 10 

(1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. 

(2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki 

tugas dan wewenang: 

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara 

dengan daftar pertanyaan penyusunan kronologis 

terjadinya kerugian negara; 

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya 

Kerugian Negara; 

c. menghitungjumlah Kerugian Negara; 

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang 

dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian 

Kerugian Negara; dan 

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala 

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja. 

(3) Ketentuan mengenai format Daftar Pertanyaan 

Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah 

Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian 

Kerugian Negara. 
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Pasal 13 
(1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan 

oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga 
menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan 
tanggapan. 

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada TPKN paling lama 14 (empat 
belas) hari kerja sejak surat basil pemeriksaan 
disampaikan. 

(3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN 
memperbaiki basil pemeriksaan. 

(4) Berdasarkan perbaikan basil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan 
basil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau 
atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak tanggapan diterima. 

(5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), TPKN melampirkan tanggapan 
atau klarifikasi tersebut dalam basil pemeriksaan. 

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan basil 
pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan 

Pasal 12 
TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c 
dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki 
kompetensi. 

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dibuat dalam bentuk berita acara 
pemeriksaan. 

(3) Ketentuan mengenai format berita acara pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 14 

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) menyatakan 
bahwa: 

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau 

barang disebabkan perbuatan melanggar hukum 

atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 

Pejabat Lain; atau 

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau 

barang bukan disebabkan perbuatan melanggar 

hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: 

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 

Kerugian Negara; dan 
b. jumlah Kerugian Negara. 

Kepala Satuan Kerja paling lama 14 (empat belas) hari 

kerja sejak tanggapan diterima. 

(7) Dalam hal TPKN tidak menenma tanggapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), orang yang 

diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak 

berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara 

yang dilakukan oleh TPKN. 

(8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian 

Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan 

Kepala Satuan Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak tanggapan tidak diterima. 

(9) Ketentuan mengenai format Hasil pemeriksaan 

Kerugian Negara dan permintaan tanggapan 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan hasil 

pemeriksaan yang disampaikan kepada Kepala Satuan 

Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8). 
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Pasal 16 

(1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 

Satuan Kerja menyetujui laporan basil pemeriksaan 

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1), dibuat surat pendapat PPKN yang 

menyetujui atas laporan basil pemeriksaan TPKN. 

(2) Dalam hal laporan basil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, 

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan 

ulang terhadap materi yang tidak disetujui. 

(3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), TPKN melakukan pemeriksaan 

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (2) hanya difokuskan pada materi pemeriksaan 

yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3). 

(4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), TPKN membuat laporan basil 
pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan 

Pasal 15 

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan 

pendapat atas laporan basil pemeriksaan TPKN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) 

se bagai beriku t: 

a. menyetujui laporan basil pemeriksaan; atau 

b. tidak menyetujui laporan basil pemeriksaan. 

(3) Laporan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah 

kekurangan uang, surat berharga, atau barang. 

(4) Ketentuan mengenai format laporan basil pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 17 

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a disetujui 

oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan 

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, 

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

segera menugaskan TPKN untuk melalrukan 

penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada 
Pihak Yang Merugikan. 

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) berada dalam pengampuan, 

melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian 

Bagian Ketiga 

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat 

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 

hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta bukti 

pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala 

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja, untuk 

mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan ulang TPKN 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disetujui, Kepala 

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan 

laporan kepada Menteri selaku PPKN paling lama 7 

(tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui. 

(7) Ketentuan mengenai format Hasil Pemeriksaan 

Kerugian Negara oleh TPKN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN 

mengupayakan surat pernyataan kesanggupan 

dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya 

dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud 

dalam bentuk SKTJM. 

(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit memuat: 

a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 

b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; 

c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian 

Negara; 

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan 

e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik 

kembali, 

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan: 

a. daftar barang yang menjadi jaminan; 

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang 

dijaminkan; dan 

c. surat kuasa menjual atau melelang, 

(6) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan 

Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 

Ahli Waris, format SKTJM untuk Penanggung Jawab 

Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang 

Merugikan, dan format SKTJM untuk Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung 

Jawab Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), serta surat kuasa menjual atau melelang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 
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Pasal 18 

( 1) Penggan tian Kerugian Negara se bagairnana dirnaksud 

dalarn Pasal 17 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau 

angsuran. 

(2) Dalarn hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan 

rnelanggar hukurn, Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu, 

Yang Mernperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib 

rnengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sernbilan 

puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. 

(3) Dalarn hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, 

Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu, Yang Mernperoleh 

Hak, atau Ahli Waris wajib rnengganti Kerugian Negara 

dalarn waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan 

sejak SKTJM ditandatangani. 

(4) Dalarn kondisi tertentu, jangka waktu penggantian 

Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (3). 

(5) Kondisi tertentu sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) 

rneliputi sebagai berikut: 

a. Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu, Yang 

Mernperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak rnerniliki 

kernarnpuan keuangan untuk rnengganti Kerugian 

Negara dalarn waktu se bagairnana dirnaksud pada 

ayat (3); 

b. adanya jarninan pernbayaran melalui pernotongan 

gaji, tunjangan, atau pensiun sebagai penggantian 

Kerugian Negara terse but dari Pihak Yang 

Merugikan, Pengarnpu, Yang Mernperoleh Hak, 

atau Ahli Waris dapat rnenjarnin akan terpulihkan 

Kerugian Negara tersebut; dan 

c. jurnlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan 

lebih besar dari atau sarna dengan 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lirna puluh juta 
rupiah). 

tercanturn dalarn Larnpiran yang rnerupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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(6) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui 

pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 

50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan 

sampai dengan lunas. 

(7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa 

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, 

Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan 

Penghentian Pembayaran mencantumkan bahwa yang 

bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara 

dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% 

(tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima 

pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara. 

(8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 

(4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak 

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri 

untuk perhatian Sekretaris Jenderal melalui Kepala 

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja. 

(9) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) kepada Menteri untuk perhatian Sekretaris 

Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN. 

(10) Penetapan perubahan jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris 

Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada 

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli W aris. 

(11) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak 

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan 

SKTJM. 

(12) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban 

pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana 
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Pasal 19 

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti 

Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat 

(4), Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan 

wanprestasi. 

(2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN 

untuk diteruskan kepada Majelis. 

(3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi. 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan 

Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan 

teguran tertulis. 

(13) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 

Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban 

pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 

dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin 

atau pembebasan dari jabatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Ketentuan mengenai format permohonan dari Pihak 

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 

format surat penetapan perubahan jangka waktu 

pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 10), format teguran kepada Pihak Yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 

Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai 

dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 20 

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan 

laporan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan 

Kepala Satuan Kerja. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menenma 

la po ran dari TPKN se bagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan 

Kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan 
SKP2KS. 

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit memuat materi: 

a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 

b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; 

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; 

d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian 
Negara; dan 

e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris. 

(4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
dengan surat tanda terima. 

(5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui 

keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana 

Bagian Keempat 

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat 

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara 

(4) Ketentuan mengenai format surat laporan wanprestasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 23 
( 1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan 
keberatan atas SKP2KS paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan 
dengan tanda terima surat. 

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan 

keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak 
diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat 

Pasal 22 
(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk 

pelaksanaan sita jaminan. 
(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh panitia urusan piutang negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 21 

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan 

SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS. 

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, Kepala 

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat 

menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan 

pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak 

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda 

terima dari Kelurahan setempat. 

(6) Ketentuan mengenai format surat laporan SKTJM tidak 

dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan format tanda terima SKP2KS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 

yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
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Pasal24 

(1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian 

Negara mengenai: 

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau 

barang bukan disebabkan perbuatan melanggar 

hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; 

b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan 

wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara 

Bagian Kelima 

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis 

(1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah 

menenma atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan 

Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja. 

(4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan 

atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada 

Majelis. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

untuk mengganti Kerugian Negara. 

(6) Ketentuan mengenai format surat keberatan atas 

SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

format surat laporan penerimaan atau Keberatan atas 

SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 25 

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 

beranggotakan 5 (lima) orang. 

(2) Majelis bersifat sementara ( ad-hoc) dan beranggotakan: 
a. Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi 

pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku 
ketua; 

b. Inspektur Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi 
pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal 
selaku wakil ketua; 

c. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris 
Bad an di lingkungan Kernen terian Perdagangan 
selaku anggota; dan 

d. 2 (dua) pejabat pimpinan tinggi madya atau 
pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperlukan 
sesuai dengan keahliannya selaku anggota. 

(3) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat 
penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk tim administrasi penyelesaian 
kerugian negara. 

(4) Kewenangan untuk membentuk Majelis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan tim administrasi 
penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal. 

(5) Pembentukan Majelis dan tim administrasi 
penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

secara damai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
19; atau 

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). 

(2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN 

membentuk Majelis. 
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Pasal 28 

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, 

surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan 

perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal 

sebagai berikut: 

a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian 

Negara; 

b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber 

yang memiliki keahlian tertentu; 

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau 

Pasal 27 

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26, Majelis melakukan sidang. 

Pasal 26 

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan 

pertimbangan kepada Mcnteri selaku PPKN atas: 

a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, 

dan/ a tau barang bukan disebabkan perbuatan 

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud 

dalam 14 ayat (1) huruf b; 

b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 

Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19; dan 

c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan 

SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (2). 

yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas 
nama Menteri. 
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Pasal 29 
(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat 
berharga, dan/ a tau barang bukan disebabkan 
perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis 
menetapkan putusan hasil sidang. 

(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) berupa pertimbangan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/ a tau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
dan/atau 

b. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Menteri selaku PPKN. 

(4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan 
penghapusan: 

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik 
Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
dan/atau 

b. uang dan/ atau barang bukan milik Negara yang 
berada dalam penguasaan Pegawai N egeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Negara. 
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Pasal 31 

( 1) Majelis menetapkan putusan berupa pemyataan 

Kerugian Negara dalam hal: 

Pasal 30 

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat 

berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan 

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat 

memerintahkan TPKN melalui Menteri selaku PPKN 

untuk melakukan pemeriksaan kembali. 

(2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 

selalu PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada 

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

untuk disampaikan kepada TPKN. 

(3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis 

menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian 

dalam pemeriksaan kembali. 

(4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan 

Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan 

laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri 

selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis. 

(5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa: 

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau 

barang disebabkan perbuatan melanggar hukum 

atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 

Pejabat Lain; atau 

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ a tau 

barang bukan disebabkan perbuatan melanggar 

hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain, 

disertai dengan dokumen pendukung. 
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Pasal 32 
(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil 

pemeriksaan kembali TPKN se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan 
putusan berupa pertimbangan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
dan/atau 

b. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Menteri selaku PPKN. 

(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali 
TPKN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(5) huruf a; atau 

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan 
kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (5) huruf b. 

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk 
diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan 
Kepala Satuan Kerja. 

(3) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses 
penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan 
SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 sampai dengan Pasal 23. 
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Pasal 34 

( 1) Setelah melaksanakan sidang se bagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa 

pertimbangan penerbitan SKP2K. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk 

menerbitkan SKP2K. 

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit memuat materi: 

a. pertimbangan Majelis; 

b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 

Pasal 33 

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian 

Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis 

melakukan hal sebagai berikut: 

a. memeriksa kelengkapan pemyataan penyerahan 

barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (5); 

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian 

Negara kepada panitia urusan piutang negara; 

dan/atau 

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 

Negara. 

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 

dan/atau 

b. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang 

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 35 

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara 

yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan 

keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan 

hal sebagai berikut: 

a. memeriksa laporan basil pemeriksaan TPKN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf a; 

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 

diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau 

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian 

Kerugian Negara. 

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan; 

d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara 

kepada panitia urusan piutang negara; dan 

e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

yang diserahkan kepada panitia urusan piutang 

negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa 

barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan. 

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterbitkan paling lama14 (empat belas) hari kerja sejak 

Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada: 

a. Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Majelis; 

c. panitia urusan piutang negara; dan 

d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 
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narasumber yang memiliki keahlian tertentu; 

dan/atau 
f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian 

Kerugian Negara. 
(2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis 

memutuskan: 
a. menolak seluruhnya; 
b. menerima seluruhnya; atau 
c. menerima atau menolak sebagian. 

(3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis 
dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN 
untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi 
yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi. 

pendapat dari a tau e. meminta keterangan 

Pasal 36 
(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara 

yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari 
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai 
berikut: 
a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; 
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 

diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1); 

c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (3); 

d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang 
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 
atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui 
terjadinya Kerugian Negara; 

(2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan 
penerbitan SKP2K. 
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Pasal 37 

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan 

huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada 

Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K. 

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat materi: 

a. pertimbangan Majelis; 

b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; 

d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris; 

e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; 

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian 

Negara; dan 

g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara 

kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal 

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar 

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam huruf f. 

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

(4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan 

pemeriksaan ulang se bagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan 

dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan 

Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN. 

(5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan 

Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan 

laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku 

PPKN untuk disampaikan kepada Majelis. 
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Pasal 38 
(1) SKP2K mempunyai hak mendahulu. 
(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai 
kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil 
penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang 
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 
Ahli Waris di atas kreditur lainnya. 

sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan 
Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c. 

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; dan 
c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, 
dengan mengunakan tanda terima. 

(5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli W aris tidak diketahui 
keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diperoleh, 
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
dapat menginformasikan penyampaian SKP2K pada 
papan pengumuman kantor kelurahan domisili terakhir 
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat 
tanda terima dari kelurahan setempat. 

(6) Menteri selaku PPKN melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan SKP2K. 

(7) Ketentuan mengenai format tanda terima SKP2KS 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 39 
(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan 
pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk 
melakukan: 
a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; 
b. penghapusan: 

1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain; dan/ atau 

2. uang dan/atau barang bukan milik negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerin tahan. 

(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Menteri selaku PPKN: 
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan 

penggantian Kerugian Negara; dan 
b. mengusulkan penghapusan: 

1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain; dan/ atau 

2. uang dan/atau barang bukan milik negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerin tahan. 

(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
paling sedikit memuat materi: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan 
dari penggan tian Kerugian Negara; 

b. jumlah kekurangan: 
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1. uang, surat berharga, dan/ a tau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain; dan/ atau 

2. uang dan/atau barang bukan milik Negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara a.tau Pejabat Lain 
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan; dan 

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan: 
1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain; dan/ atau 

2. uang dan/atau barang bukan milik negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara a.tau Pejabat Lain 
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerin tahan, 

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum 
atau lalai Pegawai Negeri Bukan Benda.hara atau 
Pejabat Lain. 

(4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Negara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) 
huruf b. 

(5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Negara disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan 
dari penggantian Kerugian Negara; dan 

d. Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan 

Kerja. 
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Pasal 40 
(1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan 

penentuan nilai atas berkurangnya: 
a. uang milik negara dan/ a tau uang bukan milik 

negara; 
b. barang milik negara yang berada dalam 

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain; 

c. barang bukan milik negara yang berada dalam 
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/ a tau 

d. surat berharga milik negara. 
(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a didasarkan pada nilai nominal. 
(3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c didasarkan pada: 
a. nilai buku; atau 
b. nilai wajar atas barang yang sejenis. 

(4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d didasarkan pada: 
a. nilai nominal; 
b. nilai perolehan; atau 
c. nilai wajar. 

(5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN 
dengan seadil-adilnya disesuaikan dengan kondisi 
terakhir atas surat berharga dan barang pada saat 
terjadinya Kerugian Negara. 

(6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang atau 

BAB IV 
PENENTUAN NILA! KERUGIAN NEGARA 

(6) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang 
paling tinggi. 

(7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan 
dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan 
yang muncul selama umur penggunaan barang milik 
negara atau aset tersebut. 

(8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejerns 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan 
dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima 
dari penjualan aset atau dibayarkan untuk 
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang 
memahami dan berkeinginan untuk melakukan 
transaksi wajar pada tanggal penilaian atau tanggal 
penaksiran. 

(9) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejerns 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk 
setiap jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara: 
a. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa 

kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: 
1. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa 

kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan 
berdasarkan nilai wajar atas barang yang 
sejenis pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai 
jual kendaraan bemotor untuk menghitung 
bea balik nama kendaraan bermotor di 
instansi yang berwenang yang menangani 
yang berlaku pada saat kejadian atau apabila 
instansi yang berwenang belum menetapkan 
nilai berupa kendaraan bermotor, nilai wajar 
atas barang yang sejenis pada saat kejadian, 
yaitu harga dari distributor resmi atau harga 
dari toko besar dan/atau media informasi 
baik elektronik maupun cetak; dan 

2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa 
kerusakan kendaraan bermotor yang 
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disebabkan tabrakan atau sebab lainnya, 

ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan; 

b. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan 

dan mesin ditetapkan sebagai berikut: 

1. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa 
peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan 
nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat 
kejadian, yaitu harga dari distributor resmi 
a tau harga dari toko besar clan/ atau media 
informasi baik elektronik maupun cetak; dan 

2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa 
kerusakan peralatan clan mesin, ditetapkan 
berdasarkan biaya perbaikan; 

c. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa 
bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga 
dengan memperhitungkan penyusutan sesuai 
dengan keputusan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum pada saat kejadian; clan 

d. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa hilangnya 
penguasaan negara terhadap hak atas tanah, 
ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah 
yang berpedoman pada nilai jual objek pajak clan 
pedoman harga tanah dari pemerintah daerah 
setempat pada tahun bersangkutan. 

(10) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) clan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang 
tertera dalam uang atau surat berharga dalam bentuk 
eek, bilyet giro, travel cheque, clan wesel. 

(11) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas 
yang telah clan yang masih wajib dibayarkan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan. 
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Pasal 42 

(1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara 

dilakukan atas dasar: 

a. SKT JM se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 

ayat (3); 

b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (2); a tau 

c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (1). 

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan 

paling banyak 3 (tiga) kali. 

(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, 

BABV 

PENAGIHAN DAN PENYETORAN 

Pasal 41 

(1) Penggantian atas barang milik negara yang 

diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian 

barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang 

melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti 

Kerugian Negara dimaksud. 

(2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian 

barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat 

kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa 

memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima 

dari perusahaan asuransi atas barang milik negara 

dimaksud. 

(12) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau 

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami 

dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 
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Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
bertanggungjawab atas Kerugian Negara. 

(4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan 
Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan. 

(5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling 
lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan. 

(6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: 
a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli 
Waris; 

b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau 
atasan Kepala Satuan Kerja; dan 

c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen 
pencatatan atau penatausahaan pada kartu 
piutang. 

(7) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara 
melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak 

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung 
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara 
dengan menandatangani SKTJM sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yang diakui 
sebagai dasar penagihan pertama piutang negara; 

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal 
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan 
kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); 
dan 
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Pasal43 

(1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 42 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara. 

(2) Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

dengan pembayaran secara kompensasi, pembayaran 

secara langsung, dan penjualan barang jarninan. 

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal 

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti 

Kerugian Negara sarnpai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4). 

(8) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian 

Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah 

SKP2KS sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 

ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar 

penagihan pertarna piutang negara; 

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal 

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti 

Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21; dan 

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal 

SKP2K sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 

ayat ( 1) ditetapkan. 

(9) Ketentuan mengenai format surat penagihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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(3) Pembayaran secara kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: 

a. penghasilan tetap yang dibayarkan melalui 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 

dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati 

melalui bendaharawan bersangkutan dengan 

surat kuasa pemotongan dan Kepala Satuan 

Kerja wajib meminta bukti penyetoran ke 

rekening kas negara sebagai bahan laporan 

tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara; 

dan/atau 

b. penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan 

melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati 

dalam kesepakatan secara tertulis atas 

pemotongan penghasilan dimaksud dan 

disetorkan ke rekening kas negara dan Kepala 

Satuan Kerja wajib melampirkan bukti 

penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut 

penyelesaian Kerugian Negara. 

(4) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan dengan: 

a. dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara 

yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara 

dengan menyetor langsung melalui bank 

pemerintah/ giro Pos untuk rekening kas negara 

melalui akun setoran SSBP 425791 (empat dua 

lima tujuh Sembilan satu) pendapatan 

penyelesaian ganti kerugian negara terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain. 

b. dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara 

melakukan pembayaran secara langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

menyerahkan bukti penyetoran dimaksud kepada 

Kepala Satuan Kerja bersangkutan sebagai bahan 

penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya. 
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Pasal 44 

(1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran 

ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan 

jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam 

SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah 

melakukan pelunasan dan diterbitkan surat keterangan 

tanda lunas. 

(2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja 

atau atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM, 

SKP2KS, atau SKP2K. 

(3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 

b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai 

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan 

dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; 

(5) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan dengan: 

a. dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Pihak 

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk 

dalam surat pernyataan jaminan; 

b. hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke kas 

negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa 

hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris; dan/ atau 

c. dalam hal penjualan barang jaminan belum dapat 

menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, maka 

kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak Yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris. 
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c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

telah melakukan pelunasan ganti Kerugian 

Negara; 

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam 

hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan 

atas dasar pelunasan SKTJM; dan 

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang 

disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas 

yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS 

atau SKP2K. 

(4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan 

atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat 

keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan 

pengembalian dokumen yang terkait dengan 

penyerahan barang jaminan. 

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang 

Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau 

SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas 

kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan surat 

permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan 

kepada panitia urusan piutang negara. 

(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada: 

a. Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Majelis; 

b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan 

penyetoran ganti Kerugian Negara; dan 

c. panitia urusan piutang negara yang melakukan 

sita atas harta kekayaan. 

(7) Ketentuan mengenai format surat keterangan tanda 

lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
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Pasal 46 

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian 

Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang 

seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Bak, atau Ahli Waris dapat mengajukan 

permohonan pengurangan tagihan negara. 

(2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 

Satuan Kerja telah menenma permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan 

Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan 

pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti 

pendukung adanya jumlah Kerugian Negara yang telah 

ditagih lebih besar dari yang seharusnya sesuai dengan 

SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terbukti bahwa jumlah 

Pasal 45 

(1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44, Menteri selaku PPKN 

mengusulkan penghapusan: 

a. uang, surat berharga, dan/ a tau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 

dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang 

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di 

lingkungan Kementerian Perdagangan. 

(2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

huruf e serta format surat permohonan pencabutan sita 

atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar dari 
yang seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau 
SKP2K, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 
Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan 
penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan, 
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas 
dasar pengurangan tagihan. 

(5) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 
Satuan Kerja telah menenma permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 4) beserta bukti pendukung 
pengembalian kelebihan setoran, Kepala Satuan Kerja 
atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan 
pemeriksaan atas permohonan beserta bukti 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) terbukti jumlah Kerugian 
Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang 
seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau 
SKP2K, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 
Satuan Kerja melaksanakan pengajuan pengembalian 
kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara yang 
berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Ketentuan mengenai format surat permohonan 

pengurangan tagihan negara se bagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dan format surat permohonan 

pengembalian kelebihan setoran ganti Kerugian Negara 
atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana 

dimkasud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 
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Pasal 49 

(1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan 

Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 

dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja. 

(2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada 

panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 48 

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti 

Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan 

dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara 

kepada panitia urusan piutang negara paling lama 7 (tujuh) 
hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan. 

Pasal47 

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara 

kepada panitia urusan piutang negara yang menangani 

pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang 

diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang 

dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKP2K 
diterbitkan. 

BAB VI 

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN 

KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI 

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
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(3) Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara 

berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan, 

yaitu fotokopi: 
a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja 

atau atasan Kepala Satuan Kerja; 

b. SKTJM atau Surat SKP2KS yang ditetapkan oleh 

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan 

Kerja; 

c. SKP2K; 

d. surat hasil pemeriksaan; 

e. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran; 

f. surat kuasa untuk menjual barang jaminan, 

apabila terdapat surat kuasa; dan 

g. surat penagihan kepada penanggung hutang. 

(4) Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara 

berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan 

kontrak kerja atau ikatan dinas, dokumen yang 

dilampirkan, yaitu fotokopi: 

a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja 

atau atasan Kepala Satuan Kerja; 

b. surat perjanjian kontrak kerja atau ikatan dinas; 

c. Keputusan Menteri berupa: 

1. keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; 

dan 

2. keputusan pemberhentian; 

d. perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan; 

e. SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala 

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; 

f. SKP2K; 

g. surat hasil pemeriksaan; 

h. bukti pernbayaran, apabila terdapat pembayaran; 
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Pasal 50 

( 1) Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar 

ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika: 

a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

diketahuinya Kerugian Negara; atau 

b. dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung 

sejak terjadinya Kerugian Negara, 

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak 

yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris. 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi 

Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran 

terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada 

BAB VII 

KEDALUWARSA 

1. surat kuasa untuk menjual barang jarninan, 

apabila terdapat surat kuasa; dan 

j. surat penagihan kepada Penanggung Hutang. 

(5) Dengan diserahkannya piutang macet kepada panitia 

urusan piutang negara, pengurusan piutang dimaksud 

selanjutnya beralih kepada panitia urusan piutang 

negara dan satuan kerja bersangkutan menghentikan 

penagihan piutang dimaksud. 

(6) Panitia urusan piutang negara menerbitkan surat 

penerimaan pengurusan piutang negara, dan apabila 

upaya penagihan piutang negara yang telah dilakukan 

panitia urusan piutang negara terhadap penanggung 

hutang tidak membawa hasil, panitia urusan piutang 

negara menetapkan piutang negara dimaksud sebagai 

piutang sementara belum dapat ditagih. 
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Pasal 52 

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan 

penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah 

Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan 

tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku 

Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring 

Pasal 51 

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 

Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi 

hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan 

kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang 

Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak 

diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 

Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara. 

BAB VIII 

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 

DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi 

terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 

(3) Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak 

terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Satuan 

Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui 

laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) tidak melakukan penuntutan 

ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, 

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 
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Pasal 55 
Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan 

dari Tuntutan Ganti Kerugian. 

pembebastugasan dari jabatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk 

mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi 

administratif berupa hukuman disiplin atau 

pembebastugasan dari jabatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan/ a tau sanksi 

pidana. 

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) mempertimbangkan penetapan atas 

tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang 

dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan. 

Pasal 54 

( 1) Atasan langsung a tau Kepala Satuan Kerja yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dan Pasal 8 dapat dikenai sanksi 

BAB IX 

KETERKAITAN SANKS! TUNTUTAN GANT! KERUGIAN 

DENGANSANKSILAINNYA 

a tau disiplin hukuman administratif berupa 

Pasal 53 

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian 

Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

standar akuntansi pemerintahan. 

dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugiani Negara 
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain. 
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Pasal 57 

(1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian 

Negara, setiap Kepala Satuan Kerja baik tingkat pusat 

maupun tingkat instansi vertikal di lingkungan 

Kementerian Perdagangan melaksanakan 
penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang 

ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis. 

BABX 

TATA CARA PENATAUSAHAAN 

diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian 

negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah 

disetorkan ke kas negara. 

(3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas negara 

atas eksekusi putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetoran 

dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian 

Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti 

Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K. 

Kerugian Negara dalam upaya pengembalian 

Pasal 56 

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian 

Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian 

Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, 

dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan 

oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian 

Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, 

dan/ atau SKP2K. 

(2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara 

disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti 

Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K 
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Satuan Kerja dan tembusan pimpinan unit Eselon 

I untuk perhatian (u.p) Sekretaris Unit Eselon I 

bersangkutan; 
c. melaporkan Kerugian Negara sesuai standar 

akuntansi pemerintahan; dan 

a. membuat daftar Kerugian Negara; 

b. men ca tat perkembangan tindak lanjut 

penyelesaian Kerugian Negara dalam daftar 
sebagaimana dimaksud pad a huruf a dan 
melaporkan kepada atasan langsung Kepala 

penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh 

pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi 

keuangan. 

(3) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada 

tingkat Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh 

Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal yang mempunyai 

tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan 

tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian 

Negara dan penagihan di lingkungan Kernen terian 

Perdagangan. 

(4) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh 

Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai berikut: 

penatausahaan di tingkat kantor pusat, 

(2) Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan 

kerja tingkat instansi vertikal, penatausahaan 

penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh 

pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja 

untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian 

Negara; dan 

b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan 

kerja unit eselon I atau satuan kerja unit eselon II 
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Pasal 58 

( 1) Penatausahaan dalam hal penanggung hutang pindah 

domisili dilaksakanan oleh Kepala Satuan Kerja tempat 

terjadinya Kerugian Negara dan Kepala Satuan Kerja 
domisili baru. 

penyelesaian Kerugian Negara atas dasar laporan 

tindak lanjut; dan 

c. menyampaikan Daftar Kerugian Negara kepada 

Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. 

lanjut 

penyelesaian Kerugian Negara di wilayah kerjanya 

kepada Sekretaris unit Eselon I. 

(6) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh 

pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi 

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

sebagai berikut: 

a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan 

laporan pimpinan unit organisasi yang berada di 

bawahnya sebagai alat pemantau; 

b. mencatat perkembangan tindak 

lanjut tindak 

penyelesaian Kerugian Negara atas dasar laporan 

tindak lanjut dari Kepala Satuan Kerja 

bersangkutan; dan 

c. melaporkan perkembangan 

lanjut 

d. menyimpan dan mengamankan semua 

berkas/buku, dokumen/surat, dan alat bukti 

lainnya yang terkait dengan peristiwa yang 

menimbulkan Kerugian Negara. 

(5) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh 

atasan Kepala Satuan Kerja sebagai berikut: 

a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai alat 

pemantau penyelesaian Kerugian Negara; 

b. mencatat perkembangan tindak 
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(2) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh 

Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. memberitahukan kepindahan penanggung hutang 

dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja domisili 

yang baru dengan menggunakan surat 

pemberitahuan, dengan tembusan kepada: 

1. sekretaris unit eselon I atau Kepala Biro 

Keuangan Sekretariat Jenderal; 

2. Kepala Satuan Kerja domisili baru; dan 

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara pada domisili lama dan baru; 

b. mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir 

daftar Kerugian Negara; dan 

c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian 

berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya 

dari Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 

domisili baru. 

(3) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh 

Kepala Satuan Kerja domisili baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) huruf a atas 

nama pegawai atau debitur bersangkutan; 

b. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian 

Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana 

dimaksud pada huruf a; dan 

c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian 

Negara kepada sekretaris unit eselon I atau Kepala 

Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dengan 

tembusan kepada: 

- 52 - 



Pasal 60 

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 59 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara 

kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan 

sebelum Peraturan Menteri mi mulai berlaku, 

dinyatakan masih tetap berlaku; dan 

b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya 

Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan 

Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

1. atasan Kepala Satuan Kerja bersangkutan; 

dan 

2. Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya 

Kerugian Negara. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
~fflj~~iat Jenderal 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 756 

YASSONA H. LAOLY 

ttd. 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Agustus 2022 

ZULKIFLI HASAN 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Agustus 2022 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

memerintahkan 
rm dengan 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Menteri 
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Tembusan: 
1 . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan se_terusnya.. 
•j Diisi na.m.a organisas.i/ satuan lrexja tempat terjad.m;)-a Kerugian Negara 
..,..) Pilih salah satu. 

NIP .........•........................... 

Satua.n 
Temp at, tanggal . 
Atasan Langsung/Kepala 

3 dan seterusnya. 
untuk nielsksanakan ,·erifikasi pada ta.nggal s...d &tas infonnasi terjadinya 
Kerugian Negara ala.oat kekura.ngan (uang/surat berharga/barang mz1ik 
negara clan/atau uang/barang bukan milik negara '"'"} yang diketahui dari basil 

(pengawasan/ pemeriksaan./ laporo.n/informasi/ perhitungan. e.,c officio,....I 
nomor tanggal perihal . 

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai di 
laksanakan, 8=&r seg-era menyainpaikan laporan hasil verifika.si dim.aksud. Kepad.a 
instansi terkait, ka=i :r:nohon bantuan de:r:ni kelancaran pelaksanaan tugas 
tersebut. 

Pang}-..a.t/ golongan 
Jabatan 

2. Ns..xna./NIP 
Pangkat/ golongan 
Jabatan 

Kerugian Negara, katni m.enu,gasi: 
1. Naina/NIP .......•..........•......................... 

Dalam rangka :r:nelaksa.nakan. tugas verifika.si atas infon:nasi terjadinya 

SURATTUGAS 
NOMOR /SJ-DAG/ST . 

NAlvL-\ UNIT ORGANISASI/SATUAN KEP...JA'") 

1. Format Surat Togas Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian 
Negara 

FORMAT DOKUMEN 

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI 

BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIANPERDAGANGAN 

LAMPI RAN 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 7 TAHUN 2022 

TENT ANG 

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP 

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 
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j Diisi nama. organisasi/satuan ka'ja tempat ~..rjadi:nya terjadinya K~gian Ni:gara. 
~ Pilih salah satu, 

NIP . 

Dsnikian ciisampailcsn, atas perhatian Bapak/lbu diucs.pkan terima Jr..asih. 

2. Berk~ dengan hal tersebut, dengan ini kami lapcrkan bahwa berdasarkan 
basil verifikasi dimaksud tErd.a:pat/tidak tadapat•j indikasi Jv....rugja.,i Negl!l'a 
..................... (bila tero.bpat ina'ikasi. Kerugian Negar~ sebutkan jen.is dan. jumlah dari 
kekurangan uang, surat b€Iharga, dan/ a.tau barang dimaksuc;r1 dan tF..rlam.pir kami 
sampaikan laporan basil veri!ik.asi dimaksud beserta bukti pendukungnya. 

1. Berdassrkan Smat Tugas nomor ....... .. .. . . ta..7l.ggal . ... .. .. .. ..... untuk 
melakukan verifikasi atas info:rmasi terjadinya KF..rugian Negara alooat karurangS11 
.................. (w:mg,lsura.t berharga/barang mih1c negara atau u~ng/barang bukcm mih1c 
nega~j di lingkungan (Saluan Kerjo.j yang diketahui dari hasil 
.......................................... (penga.wasan/pemen1c.saan./laporan/infarma:s'i/perhitrmgan 
ex ojfici<l'j nomor tsnggal perihal .. 

S!:hubungan dengan ha! tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal 
sebagai berikut: 

di 

Yth (Kepala Saluan K~ Atasan Kepala Saluan Ke1jz •) 

: /SJ-DAG/ . 
: Rahasia 
: Satu berkas 
: Laporan Hasil Verifilcs.si Atas lnfo:rma5i Terjadinya Kerugis11 Negara 

Nomor 
Sifat 
Lampiren 
Hal 

!NAM.A UNIT ORGANISA~/ SATUAN KERJA") 

2. Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi 
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'"l Diiti n:i.ma •tq;:!llit!.ti/ -t!.b.14.~ k11rja t11mpat t~y~ t11rjad:0J!. M:Tt.1.gi:.n z;;g!.I'Z!l. 
•"') Pili?:: .t!.lm s:.atu. 

lnP . 

Dltli~:bn di .. 
P.sd.a tangg.al ..••...••. ~ . 
PQ"mbu,:!t tapor.an. 

:;:. . I!~ £Qt,:ru.:n~·e. 

L F~l!ahl!!LUan 
A. Da£MHuL;um 

l. PQra.nmm J.o:1or.tliri Pll?l!Z!lga_"lga_n lfomar •.•..•.. -J:.SJ·D:..G j wn1"lg Tam 
cma Tuntut:ln Ga.."lti. Klil'Uaian !f11gara TQ?'hl!l!ap P1og:!'lra:i Nogm :Subn 
BWdah!!I4 l!i l.mgl..,mgan lCQm-';nt11rum P~mgm; dm. 

:2. Surat TU~ Nocn.,:i:r ....•..•...••.....• t.anggal . 
S. J..!ak:Q.ud d.ZL."I. Tu).1an 

l. untuli:: mQmblJict:i.Lczm Jc;b'1luan ,:!W a.dmj'a. mfor.r.a2i Kuugia:1 !f,11ga1a di 
lir.~np:n . (Sa!w.IF. KGjtr) yang d.i!.cQUlJ"ili dsri llm 
.. . .. . ... ... ... ... (pe~g2Wa.s::n/penmi.u:.::n/ rtz;x;rar..fin_ft1rmtr5ijpern..w.ga;r. 
a oJr.::io'"'") :comi:·:r t!!.Ilggat .•...•••..• p;ri.11.~ •...•...••...•....••... ; 

2. untuk mQDg,;tat\'llli a~ :!d.:! XQngian ?lQga.:e ~?tat ~-u.ra."l.pn 
................... [umg/ rurait bQ:r;.'1.:!J"E;:!/bs.rang I:Lil:ik ttQg:m:1. amu uangjbara.ng 
bub.."l. m::ii:1.: n,g~·1 c!i ~l,;UDJgm ( S'atua.'1. Xf.r;fa•]; d.m 

s. untuk a:.Ga:il!apauca."I. wlcti p;n1rul..-ur.g Y.:!n! 11a:=at l!!p1o:un6gu~wab~ 
untule: :rm:.l!ul.,mg h:i.."il v;ruik:ui l!:c1aL."Ud.. 

U. Fliil~2an~"l. V~2E 
(.r~-:i.n pra£QE p,tutanMn ,..;ri&cati dell. tiw.:ti ~wd.unngnya) 

nt. Hui! V~s:i 
(.r~ .tlicam ri:cgli:u ha2ll. da.-i. pQ/a~.u:caexi ~s:ij 

IV. K;ompu.lan Hu:il V41rifi:m2.i 
.ii.. • ·-·· ·-·· . 

LA.FORA.ff 
T~ilQT.iu"1G 

HASJL.VERIPCKASI A.'l'AS ar~ro~ust TEP..JA.Dilf'iA ICEl..UCiWi NI:OARA. 
DJ L JN'OAUlfGA.~ -· ....•.••..•..•....... ·- (Sahl.en K,tja ") 

NO~OR .••..•.... i;SJ·DA·Gj' .•••.. 

!NAM.A UNIT ORGAN'ISAS[,I SA'"'UAN KERJAj 

3. Format Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara 
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*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. 
**) Pilih salah satu. 
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan 

melanggar hukum atau lalai. 

NIP . 

Ketua TPKN, 

asih. 
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terim 

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian 
Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkung 
..................... (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasi 
emeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal . 
erihal , yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan 

...................... ( uang/ surat berharga/ barang milik: negara atau uang/ barang buka 
milik negara**) berupa ( sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, 
dan/ atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar R 
..................... (....... sebutkan dalam huruf ) disebabkan karen 
..................... ***) dari Saudara NIP jabatan . 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memint 
endapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaik 
aporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung. 

th (Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja*) 
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara 

Lampiran : Satu berkas 
Hal : Lapran Hasil PemeriksaanTim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) 

: /SJ-DAG/ . 
: Rahasia 

Nomor 
Sifat 

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*) 

4. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan 
Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja 
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").eimm.ma~/~nianbtja~tmj~yait;.,~~~?~"a. 
"l ?il.:ih ~ ~tu. 

~r.m~~= 
1. ~p:bm Ur.it !!:.Q1on J; 
~. Atman Kop,Ja S:itu:m Karja; d~ 
s. Kop"1a Buo l{Quangm, S~tm!.t JoQUdQT.!1l. 

NIP . 

At:a..an Kep&a Satuan Kerj:t 
{Kepa.la Satt1a1 Kerja.,, 

Demw-.ian bmi l~rkc:n, atA~ perhatian Bapali:/lbu diuc~~ terima 
!k~ill. 

Sehubunga.."11 cfeng~ hal ten:ebut di amt, denEa.."l hc,rn:.at ka:ni laporkan 
al-hal s::ebagm berikut; 
. Be:rdat.s.rbn w.fortru!.ti dari w-...cl. . 

(p~l".gawascm/_t;,ern~aa:"t/fo:.t;ora:n/i'tfonn!l.Si/periutu.ngan ex o).riciot>"] nomor 
........................ ta."l~ . . . . .. penbal . . . . ~ me::.ymc.p,•,jt-,,p ba:~wa. 
Zldanya Keruejan Nege.""a di lingku."lg:an ......•..•.•••• ~Satua:r. K~a"t (terlamp:rt . 

. Menir.d~juti hal tereebue, l.:.ami t-elah mel~--. ,:eriflkm ~ 
iltfot'tIL'e.c./l~~a.."l di:naktud d-..ngan hatil ·,•erifika'i~ terdapat ind:ik.:!.ti Kerugian 
Neg~a pada lingkungan............. [Sa.ruan Ke7fe."I deng.:1.11 1.el..-ur.uisan- ..... 
(u:cmg/sumt bu.S-..a:rga/bcrang 1Y.i[Hc: negara ata,.L uan.g/ba.mng buic.an. muik 
:i:egaru""} berupa ··= ls~butican jotis dan f.1.n"la.h ua:ng, .su.rat berharg~ 
dan./ atau. baro."tg dimafcsu:dJ d-...n terl.ampir l.:ami ~~paika.."l l~oran r.~~ 
T,eriflkas;:i bezerta bcl:ti f-elldwomien,ya . 

. Berken~ ha! te!'!i:ebut di a~, kzmii akan mempro~e~ ~..nyele~-!!ia.n Kerugian 
N e,gara dim&.:i:ud ~ewai ketentuen Peraturan Menteri Pe:-dagang~ Nomor 
.............. /SJ· DAG j..... .. tmung Tata Car~ Tun tu tan Ganti Kerugizsn Nepra 
Terru!.d~ Pegmv& Negeri Bul-..zm Bendehara di Li."lgi.U."lg:all Kementerian 
Peri::iaganga."l 

m. M~1teri Pe!'d~ga11 Republik [?".done1ida 
u.p. 

ekretaris;: Jender& Kementeriut Perdagan_gui 
a!a.."l M.I. Ridwan R~£. No. 5 
mcart~ put:at 

! NAMA. UNiT O~GA1~1SASI/ SATUAN KERJA j ! 
: /SJ-DAG/ . 
: ~""~tZl 
: 3atu berl.:as.. 
: L~por,a..--. Terdapat Lndika,,.:i: KenJ&ia."l Nega..""a 

5. Format Surat Penyampaian Laporan kepada Menteri Perdagangan 
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·1 Diitl muns orga:nis:w/~atwm kerja tempat terjedi."lJ"l:I. te.i~YZI. K~ZL"l Nepra . 
.... ] Pilih al.ah utu. 

Temb'll.11:a.."l: 
1. Pimpi."la.n Untt etelon I; 
2. A~:n Kep4b. Satuan Kerja; d~ 
3. Ki::pa!~ Siro K,ewmg=, Se!i::re~tJend~ 

NIP ·-······ .. ··- . 

Atasan Kepala Satuan Kerja. 
fK-=pals. Saruan ~...rja-], 

Sehubungan dengan hal tersehut di aw, dengan hormat kami memberitahukan hal­ 
hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan infcrmasi )~ang dike:ta:hui dsri basil (J)enga.wasan/pemeriksaa.n/ 
laporan/informart/perhitungan ex officio""') ncmor tanggal perihal 
. .. . •.. .. . .. . ysi1g menyampaiksn bahwa adanya Ke"Ugia."l Negara di lingkungan 
................. (Safuan Kerja•) (~..rlampir). 

2. Maundakla.njuti hal tezsebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan 
dimaksud denga.n basil verifikasi terdapat in.dikasi K.erugian NEpra di lingkungan 
......... dSafuan Ke.,ja•) dengan keh.."lll'anga."l..... ...... .... ...... {uangl surat 
berharga/ba.ra.ng mih7c 7'..egara aiau urmg/barang bukan milik: negara-J 
berupa......... (se:butkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang 
dimaksud] dan terlampir kami sampailcan laporan hasil v~rifikssi bese:rls. bukti 
paiduk""Ugnya. 

3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami aka.n memproses penyel~ Kerugian Negara 
dimaksud sasusi ketsntuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... =/SJ­ 
DAG/ ..... tentang Tats. Cara Tuntutan Gan.ti Kerugian Negsra Terhadap Pegaws.i 
Negeri Bukan Bendahara di Lin.gkungan Kemente'ian Perdagangan. 

Demikian d'isampailcan, atas perhatian Bapakflbu diucapks.n terima kasih. 

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keus.ngan 
di 

Nomor 
Sifat 
Lsmpiran : Satu berkas 
Hal : Pemberitahuan Ad8.llJ•a lnclika.si Kerugian Negara 

I NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA ·11 
: /SJ-D.~G/ . 

6. Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
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") Diisi nama organisasi/ satuan kerja tempa:t terjadinya terjadinya Kerugi.an 
Negara 

(Na.ma Anggota. TPKN) 

Tempat, 
tanggal. 

9 

s 8 ~ra.p.. jm:ila.h ~-ang har-= dibaya.r lzpad.~ya d,,n apalmh 
a.di!. J;Ua.tura.n pcnm.ds.n~si:zi unnll: ~z:ga.cli d=:a.r 
umuk c~,n peI:Lbaya.ra.n iru? 
Apalcah a.d4 Pihalc Km;ga. ~J:la diwu:i h.al ini diurm.mglm.n 

9 d,,n bera.p. junJ.ob:nya. zrTA a.= ma.na nea,i.ra. clap.t 
=umut pen,:1g.ant~'p:=i.bi.yaran l=bali dll.ri ~ 
Ke-t~~u:i? 

---·------- 

7 

- ----- ----- 

6 

Bera.po. jumlllh lzkuranaan =?i =a.t 'lzrh..vs,./bl.ra.ne 
milik neg=a ib.n/ a.:au Ull.:qg/be.ran,g bulc.11.n milik nea=a. 

dil::iak::u~ - - - --- 
Bera.p. j'w:tlah Keru.gi.an Ne,ga.ra. }'a.n,gdv.ierita oleh ~~a? -- - - 

S Ap.l:i.la bel= ib.pe.t cliteupk,,n ~ :ptU:i, bera.p,. lara.- 
kira. i~ K~nNe.;i;a.ra. dimaJc:u.:l? 
Siap. :aja. [na:ca, ja.b&tan, panpt d,,n cLal&J:i 
liz..:hidulra:onya. ~ebi.8',i a.p.J yazi,g terindilm:s:i. terlibu cLal&J:i 

6 k:jadi.an Ke:rugian Nes,.ra. clan =?i d:il::i4na. =ela. 
~ di.angg11.p tur:ut cWam =~ bukw::1/c~ 
lzv.ajibsn.nyi,. ~ehinaa. :i:uin,;i.llibi.tl= terji\din:yi,. Ke~~ 
Ne;r.a.ra._slici~ui?_ _ _ _ _ 
. .\~ lzj~ Kerua,a.n Nea,,;ra. ctiJ:l.a.k:ud =d..~ 
dila.pc:rli::m l.:epe.d,, p.h,.lc K~n RI at.au telah ,11.d,, ~=n Fenga.di.l.Nl y.:in.g berl.ela.awi hul.uz:i teta.µ" 
[Jilm. a.da dil=pirlan Surat l.,,pora.n/Berit,11 .~a.ra. 
~eril.=n :R:>li:i Mau l.lep.i== J:ZD,g~ a:A.c yal:lg 
~r=;a;kuu,.nj. 
.:\pi.l..ah adll. Rh.8.k Keti8', yang dll.la?:1 h-al ini ~n d,,n 

Ja'l'n!.bi.n 

5 

jNAJi.fA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA ,l,) 

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN 
KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA 

7. Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian 
Negara 
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3 .. 
NIP .. 

2 . 
NIP . 

1 . 
NIP . NIP . 

Pemeriksa, Anggota TPKN Yang diperiksa, 

Setelah Serita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang 
bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian 
Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini: 

4. Cobajelaskan proses dan kapan uang/ surat berharga/barang milik negara dan/ atau uang/barang bukan 
milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggungjawab atau yang Saudara ketahui? 

4. 
5. Cobajelaskan mengenai adanya kekurangan uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang 

bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggungjawab atau yang Saudara ketahui? 
5. 

6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari basil 
pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan 
kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan) 

6 ················································································································ 
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan . 

7. 
8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan? 

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun. 

..................................................................................... 

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban 
sebagai berikut: 
1. Apakah Saudara dalam keadaan sehatjasmani dan rohani? 

1. Ya, saya dalam keadaan sehatjasmani dan rohani. 
2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa? 

2 . 
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara 

sampai dengan sekarang? 
3. Riwayat pendidikan formal . 

Riwayat pendidikan kedinasan . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Riwayat pekerjaan 

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan 
TPKN Nomor tanggal Tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap: 
Nama/NIP : NIP . 
Pangkat/ Golongan . 
Jabatan .. 
Unit .. 

: NIP . 

: NIP . 

: NIP . 

SERITA ACARA PEMERIKSAAN 
Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di 

bawah ini: 
1. Nama / NIP 

Jabatan 
2. Nama / NIP 

Jabatan 
3. Nama / NIP 

Jabatan 

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA *) 

8. Format Berita Acara Pemeriksaan 
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*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. 
**) Pilih salah satu. 
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai. 

3. Anggota TPKN 
NIP . 

2. Anggota TPKN 
NIP . 

1. Ketua TPKN 
NIP . 

Ditetapkan di . 
Pad a tanggal . 

Anggota TPKN, 

Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan 
a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan 

.................. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) 
berupa (sebutkanjenis danjumlah uang, surat berharqa, dan/ atau barang dimaksud'); 

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan 
terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan 
milik negara**); 

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya . . ..... ... . . (uang/ surat berharga/barang milik 
negara atau uang/barang bukan milik negara**); 

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan 
Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan 

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang 
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**l dimaksud. 

II. Pelaksanaan Pemeriksaan 
(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukari Bendahara yang diperiksa, kronologis te,jadinya Kerugian Negara, 
pengumpulan bukti pendukunq, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan 
yang diduga melakukan Kerugian Negara) 
1 . 
2 dan seterusnya. 

III. Hasil Pemeriksaan 
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta 
kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 
1 . 
2 dan seterusnya. 

IV. Kesimpulan Pemeriksaan 
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara {TPKN) bahwa terbukti terjadinya 

kekurangan (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) 
berupa (sebutkanjenis danjumlah uang, surat berharqa, dan/ atau barang dimaksud') yang disebabkan 
karena akibat ***) dari Saudara NIP jabatan . 

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik 
negara atau uang/barang bukan milik: negara **) dimaksud sebesar Rp ( sebutkan dalam huruf 
...... ). (dimuat apabila terbukii kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan 
milik neqara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuaiari lalai) 

3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian 
Kerugian Negara berupa: 
a.············································································································ 
b. . dan seterusnya. (dimuat apabila terbukti 
kekurangan uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat 
perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai) 

4 dan scterusnya 

1. Dasar Pemeriksaan 
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /SJ-DAG/ tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian 

Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan 
b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal . 

tentang . 

I. Pendahuluan 

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*) 

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK 
NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) 

NOMOR /SJ-DAG/ . 

9. Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN 
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*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. 
**) Pilih salah satu. 
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai. 

3. Anggota TPKN 
NIP .. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal .. 

Anggota TPKN, 

2. Anggota TPKN 
NIP .. 

1. Ketua TPKN 
NIP .. 

Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan 
a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan 

.................. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) 
berupa (sebutkanjenis danjumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud); 

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan 
terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan 
milik negara**); 

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik 
negara atau uang/barang bukan milik negara**); 

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang ctiduga melakukan 
Kerugian Negara untuk dijadikanjaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan 

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang 
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud. 

II. Pelaksanaan Pemeriksaan 
(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, 
pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan 
yang diduga melakukan Kerugian Negara) 
1 .. 
2 dan seterusnya 

III. Hasil Pemeriksaan 
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta 
kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 
1 .. 
2 dan seterusnya. 

IV. Kesimpulan Pemeriksaan 
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya 

kekurangan (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) 
berupa (sebutkanjenis danjumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) yang ctisebabkan 
karena akibat ***) dari Saudara NIP jabatan . 

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik 
negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp ( sebutkan dalam huruf 
...... ). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan 
milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai) 

3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian 
Kerugian Negara berupa: 
a .. 
b. . dan seterusnya (dimuat apabila terbukti 
kekurangan uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat 
perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai) 

4 dan seterusnya. 

1. Dasar Pemeriksaan 
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ....... /SJ-DAG/ ....... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian 

Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan 
b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal . 

tentang ....... 

I. Pendahuluan 

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*) 

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK 
NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) 

NOMOR /SJ-DAG/ .. 

10. Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan 
Kerugian Negara 
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I. Pendahuluan 
1. Dasar Pemeriksaan 

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /SJ-DAG/ tentang Tat 
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Buka 
Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan 

b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) 
Nomor tanggal. ten tang . 

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan 
a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawa 

atas terj adinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( uang/ surat berharga/ baran 
milik: negara atau uang/barang bukari milik: negara**) berupa . 
( sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharqa, dan/ atau barang dimaksud); 

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahar 
dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekuranga 
.......................... ( uang/ surat berharga/ barang milik: negara atau uang/ bara 
bukari milik: negara**); 

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan ( uang/sura 
berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**); 

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendaharayan 
diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaia 
Kerugian Negara; dan 

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan . 
( uang/ surat berharga/ barang milik negara a tau uang/ barang bukari mili 
negara**) dimaksud. 

II. Pelaksanaan Pemeriksaan 
(Jelaskan profit Pegawai Negeri Bukari Bendahara yang diperiksa, kronoloqi 
terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukuriq, penghitungan jumla 
Kerugian Negara, dan penginuentarisasi harta kekayaan yang diduga melakuka 
Kerugian Negara) 

1. ··················································································································· 
2 da 
seterusnya. 

II. Hasil Pemeriksaan 
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumla 
Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukari Kerugia 
Negara) 

1. ······················································································································ 
2 dan seterusnya. 
Kesimpulan Pemeriksaan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa 
terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik 
negara atau uang/barang bukari milik: negara**) berupa (sebutkanjenis dan 
· mlah uang, surat berharga, dan/ atau barang 

LAPORAN 
TENT ANG 

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT 
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) 

DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALA! PEGAWAI 
NEGERI BUKAN BENDAHARA 

NOMOR /SJ-DAG/ . 

NAMA UNIT ORGANISASl/SATUAN KERJA*) 

11. Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan 
Uang, Surat Berharga, Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik 
Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara 
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*) Diisi nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. 
**) Pilih salah satu. 

NIP .. 

3. Anggota TPKN 

NIP .. NIP . 

2. Anggota TPKN 1. Ketua TPKN 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal .. 
Pembuat Laporan Anggota TPKN, 

Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

1. dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai **) 
dari Saudara NIP Jabatan .. 

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat 
berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara **) 
dimaksud sebesar Rp ( sebutkan dalam huruf ). 

3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai 
jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa: 
a . 
b. . dan seterusnya. 

4 dan seterusnya. 
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s:ete~nya. 
!V. Ketimpul-..n 

1. Bercle.=lica.."1 h9:il ~eriks:= Tim Penyele..:zuan Kerugv-..n Negara ("TPKN) bimwa 
terbukti te.-jzs.d:iny~ kekurl!l.r.lgan •••... ...•.•••••••••••...• (u::m:g/SW"Crt berhargaJ.ba,.ang 
mi.lik nega:ra c.tct".l. uang/b=a.r.g l:;ulo::n mi!ik negaP"a'"*] berupa. ..•......... :::::;dseb-.itka.-t 
jenis dan J~mlah uar.g, .s:.tra:t bern~a, d.a.n/ atau. barang dirnaksudj yzi.ng bukan 

I. Pend-...hulua.n 
1. Da= Pe=eriks:a;sn 

a. Pe:rlltllr~ Menteri Perd~g= Ncmor =:::f:_3J-DAG/ tenmng T.:ws. 
Ca.""Zl T•.:r.ntu= Gan.ti Ker-ugian Ne5a.= Terhadap Pega,~.:tl Negeri Bukan 
6end.sha:a di Llnglcu:ngan Ken:.enterizi.n Perd.4i=.g;sn; dan 

e, Surat Kepurus::.an pe:nbentuk= Tim Penyeles::11.lan Kerug:ian Negara (TPKNI 
:Ncmor •.•...•.•..... ta."lgpl. .............•. ten.tang ..............• 

2. M~ct.ud dan Tujuan Pemeriki:.aan 
a. Untuk me:nse·ta.~ui Pegaw4i Negeri B,uka.n Bend..shara yang berta."lggungjawe.b 

atas.: cerjaciinyn. kekur=ga."l. .. . . . .. .. •........ (uang/ .surat i!)l..rharga/ .ba,.ang m.i!ilc 
negar>.1 a_.au u.an9/ba:ran3 Er..rka.-t l"l".tlik n.e-garo.6*1 berupa ...•..•.......••••••• (seb-..rtka.-t 
jenis da.111.f'Jmfah ua.-tg, ~.lrat berluz'9-a, da..'t!atau barar.g dirn2XS1.LdJi 

b. Untuk menge:ta.~ui pen~bab perbuat.,.n Pegawa.i Ncgeri Bukan Bend..shara 
d.imzsks::ud yang men5alciba~"l ter:j~ya kel...--ura."lg;sn ...•.......•••..••..•...... 
(uzmg/ £.urat berh!!irga/ba.rar.g milik negara a tau uang/ ~ang bul;:an milik 
:neEa..=""'); 

c. Menghitu:n5 jumlah Keru~an Negua a~ kel...--ur.ar.g,,.n ......•....•••....... 
(ucmg/su.rat b~r.argaj'ba:ran.9 miuk negaP"a ata:u uang/b=a.r.g .bulo::n m.i!ik 
negar>.1 .. J; 

d. :M.engjr .. venta.rkas.:i hiuta kekay-."l milik Pegaw.!>i Ne-~n 5ukul. Bcndah=a yang 
did~ melakukan Kerugia."l ?,eEa.""Zl untuk d:jadikan jAIDman pe.YJye~zuan 
~gian Nega.r~; dan 

e, IUn.tuk :mengct:!.hw krcnolcgi~ terjD.di.ny~ perktiwa. k.el...-ur=gan ..••...••••••..... 
(ua:r.g/surat buhargaf'barang milik negara atau. uang/b=r.g bulo::n m.i!ik 
negara.••1 dime..laud. 

ll. Peblc~an~ ?emeriks:a.an 
(J'.elaskan profit Pegawai Negeri Su.kan Benda r.ara yang dipenb~ ~no[cgu 
terj"aiii."l:y·a Ken.igian Negara, peng'.tmpwa:n Er'"'kri .,.i:;..ma.'ukung, penghi:unga:n f..imlwi 
K=gi.an Negara, dan p=gin1>ent:aruasi rv.uta kelcayaan yang diciuga me!akuka.-t 
K=gi.an Negaraj 
1. . 
2 .•.......•••••...•........••••••..•••••••....••••••••••••.•...•••••...••••.•......••••.••.••........•••...•••••••.... dan 

s::eterus::nya. 
m. Has.:il Pem.e."ilc~a~"l 

(J,elaskan r..a~ petcv.s~-ta:a.-t pemeriksw.zn Kerugian N!!ga:ra. dim.·a.ksud, f..im.lwi 
K=gian X~ara:, dan harta ~kagacn cl.an yar.g d.iciuga m.ei!akuJcan Kerugian Negaruj, 
1 ················· 
2 dan 

N.I\MA UNJT ORG.I\NJ3.'\SlJSATUM{ KERJ.'\., 
LAP ORAN 
TENT ANG 

HASIL PEMER!iCS.AA.N KERUGJAN ?,E-GARA ATAS KEKURANG.Al~ UANG/ SURAT 
BERHARG.4/BARANG MIIJK ~"E\GARA ATAtr llANG/EARANG BUKA..'° 1.!IL!K 

~'"EGAR,.q..., DISEBABKAN EUKA.N PERBU.ATAN ME:L.I\NGG.~~ HUiCUM ATAU 
LAL.'\l PE:GAVrAI NEGERI BUiCAN BENO.JJiARA 

NOMOR /SJ-DAG/ ...........••... 

12. Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan 
Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik 
Negara**) disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai 
Negeri bukan Bendahara 
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*) D:iisci nam4 orB;ZS..'l~~/ s;.mia..v:i kerja temp at te.iadinye. ~~ Negara.. 
H) Pilih i..a!a.~ catu, 

tUt> ••••..••••.......••••••••• 

S. Anggat~ 'TPKN 

NlP . NPi? . 

1. Ketua T.PKM 

Di.tetapkan di . 
Pada ta..:.:i~ .. 
Pembuat Leii:-ora..'1 Anggota TPKtf, 

di.tebablten pe~buatan melzmgga.r hukum a tau ~alm dari &udara NIP 
..................... jaiba";an . 

2. . QZln 

s;:ete~nya. 
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NlP . 
'") Diirinam:!. ~/..atu,.n kaj:i. ~~~ tQ?je.dinyaY..miJ~ U~ 
-) Pilih ~ WU. 

Ke~ Satuan Kerja/Ata£an 
Kep&~ 3atu:m Kerja .,.] 

Be.rkenaan dengaf'! Ml te~ut di at:u, kami mer.uga5ka.n TPK.1\- untLL.lc 
ntetakukcm pen:mtu.t!l."t ~gganti.an. K.eragian l\"'e-gara .se=uai k~en.!'.lan pa.o.!1. Peratura."t 
J.!ent,..ri Fadagangan .Komor ...... ,d_SJ~DAG/. .. .. . .. di.makS"...td kepada S~dara 
................... , denga."t m~gu_i,ay~a:n. su.--ar perny~n k:!:.S'an9gu..1::1a.n dar./at~ 
~ga.ban bahwa kerugian di...,.....aksud m~ja.d.i ta.nggung ja.wabnya dan W;Sedia 
men.99cmti Kerugiczn Negara di."!".akso.id dalam bentuk &trut Ketera."tga.n T!1..r.ggg"".ing 
Jaw ab 1.tu.ttak (SKT JMJ tPemyataan mi ditarnbar.ka."1. b:i1a ma.."1.a PPKN 71"..enyetujw 
ke-.kurang~ uang/ 5UTl2t bcha:rga/ bara.ng dim.a:k.su.d di5e-bab~an perbu.a!a.n me!ar.ggllT 
h!tku.>n atau. ia.laiJ 

Sehubunga.."l den,ga:n 3u.."1!t 5audar.,. :nomor tangga.l . 
perihal = y.ang menyampa&an Lapo:ran He.sil Pem~aan TPK?{ namor 
...... ····!??!?: tan~& perihal ,deng.m ini 1.2.mi ~paik:m bahwa 
berdas:.a.+.a.."l. penelahaa."l atZSJ.: ~:ira.."l na:il pe:nerik£aan dim~u.d b-~ena. b-ul.."'ti 
per.dul..-ung dan memperti:nbangl.2.:n l:.ete."ltuan pada Pentura.n Menteri Perd-....gang:an 
Nome:- /SJ·DAG/ tent~g Tata Ca....,, Tuneut:an Ger.ti Keru,sian 
Neg:a.r.s. Tuhad~ Peg;:.,wm Negeri Buka.."l S--_ndah.:u-a Di Lingl.."UJl.Ea:n Keme."l~..rum 
Per~gan1 1.2.mi berpendapat menyetujui Lapcran Ha.:il Pemerib:aan TPKN' 
~~ud yang menyatakan b.s.hwa terbukti terjad.iny.,_ l.o-..kuranga..'1 . 
[uan,9j 5urut &e~a/ b~,ur.g m.ilik ne9a:ra atr:r.t u.a.ng/ b!lTaf'!g [;uican mi!ik negara n; 
~i5e-babkan perbu.a!an '1'Y'~la:1:ggar hu.lau.•t atau t:ilaijbuka.n di5d,abk::a.."'t. peri:;uat~"t 
metangga.r r.uicum atau falai ""I Sat.idara............. ... . . NIP..................... j.s.b>Stan 

Yth. Kerua Tim Penyelew-im Kerugian Negara lTiPK14) 
di 

Nomor : /SJ-DAG/ . 
Sil'at 
~pir.m: 
Ha! : Pendapa~ a.tu Laporan He.sil PemeriL."'i:u.rt 

Tim Penyele:.:aum Keru~a.."l Negara {TPKN] 

NA.MA UNIT ORGANTSAS[/SATIJAN KERJA "11 

13. Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan 
TPKN 
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'*) Diki n~ orga.nis:ari/wuan ke:rja temp,.t wjadinya Ke.~a.."l Negara. 
-i Pilih s:alah t"etu. 
-i Pilih Rlililh s:atu: pubua~-:m me!anggu huku.m, perbua.ta.."l la!~ bub."l perbu.ata.."l mWWlf huku:n 

ate.ulwi 

Tembusan: 
1. Pimpinan Urit Eselon I yang bersangkutan; 
2. Ata.san Langsung ~pala Satuan Kej a yang bersa.ngkutan~ dan 
3. Kepsla Biro Keuangan~ Sekretariat Jenderal. 

NIP . 

Kepala Satuan Kerja/Al:asan 
Kepala Satuan Kerja .. ) 

Demikian k.am.i laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan tarima kasih. 

So..hubungan dengsn hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal 
seba.gai ~t: 
1. Berkenaan dengan telsh terjadi. ~...kurangan (uang;lsurat berharga/barrmg mflik 

negara atau uang!barang bukan mi?ik negaraj berupa (sebutka:n jenis dan 
jumlah uang1 surat berharga, dan/ atau barang dimaksudj di lingkungan (Satuan 
Ke1j{t). Kami t,:.J.ah menindaklanjuti hal tEisel>ut dengan menbentuk Tim Penyelesaian 
Kerugian N~ara (TPKN} dengan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor . 
Tanggal tent.ang (terlampirl: dan sudah melakukan pemeriksaa:n atas 
Kerugian Negara climaksud dengan Laporan Hasil Peneriksa.an nomor Tanggal 
........................ (terlampir)1 serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau P~abat yang 
wberi k€wenangan dengan surat nomor tanggal Perihal Pendapat atas 
Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir). 

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di alas, bahwa terbukti terjadinya Kerugian 
Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/Ixzrang m11ilc negara atau 
uang/ barang buksm rmak negarctt*) berupa (~butkan jenis dan jumlah 
uan~ surat berharga, dan/ atau barang dimaksual dengan jumlah Keruf,ian Negara sebesar 
Rp (.......... sebutkan dsls.m huruf ) yang dis2babkan karena 
............................. , dari Saudara NIP ja.ba.tan . 

Yth. Ment~ Perdagangsn Republik Indon'=Sia 
u.p. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan 
Jsla.n M.I. Ridwan Rais No.S 
Jskarta. Pusat 

: /SJ-DAG/ .. 
: Satu berkas 
: Laporan Hasil Pemeikssa.ri 

Tim Penye!essian Kerugian Negara (TPKNJ 

Nomor 
Lampiran 
Hal 

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA •1 

14. Format Surat Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja Kepada 
Menteri Perdagangan Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim 
Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) 
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•) Diin n~.organistlli/s.aruzm kerja tempat terjZ!.dinya. terjadinya. Ke:rugi.an Negar~ 
") Pilih s.~ah satu, 

NIP .. 

Kepal~ Satuan Kerja/ At~zm Kepala 
S.uuan Kerja-) 

Sehubu."lgan deng.zm Surat Saudara n11mor tan~ perihal 
............ yang mmy~paikzm I..apora.."ll HM:El. Pemc...iJ.cta~ TP:<N ncmcr . 
tanggal . .. .. .. . perihel .. . . ' den:;ar. mi b.mi ~am?~ OIL~ 
berd-..s:e:k!! ... "l per.c~aan at~ laporan h~il pemeril.:;a.~ dirnah·.id dan 
mempert:imber.Elcui ketct'!ltuM pada Peraturan No:no.r /SJ- 
DAGJ ..•...•.. tentzmg T&.a Ca...-a Tuntutan Ganti Kerugi:.n Me5-ara Terhadap Pcpw~ 
Negeri Bu.kan Bendah&a Di lliJgkunga."l Kemc."lterian P~daga.nga..~, kami 
berpendapat tidaK rnenyetujui am Lefor~"l Hatil Pemerila:aan TPKN dirnmud. 

Perlu k~ s.:amplill.an ba.~a pend!.pat tidak menyetujw &a.£ I..apor.an HMil 
Pem-..ru.ean dimakrud ~erk.a.it ma~..ri............................ (.s'l!'bu.tkcm cfo."t jefa:!ik'1.'t 
materi La_i::;ar:a.n. Hasi! hn-.eriksa'1."t ~ yang tidafc ciiset!lj.J.i. PPKNJ 

Berkenaen dcngan hal tersebut di atuJ ~ menugad..m TPIW :2egera U."l~ 

mel~ pem.e:rihaan ~g tcrhadap m>"..tC."l ya."lg tidak dketujui tersebut di ~ 
dalam Lapor-a."l ratil Peme:ri.bzmn dimwud. 

De:nilcizm dit.ampz!.ika."l atM p-.rM.tian Sauwa diuc.apb.n terirna mih. 

Yth. Ke::ua 'l':im P.enyeles:t~ Kieru:;ian Negara [T?KN) 
di 

: Pcndapa.t: ~tat Laporzm H~ ~crik.~1 
Tim Pe:-.iyclc~Z!izm Kcrugia."l Ne,g~a (TPKN) 

Nomo:­ 
Si!at 
Lampiran 
Hal 

: /SJ-DAG/ . 

NAM • .Ji. IDnT ORGANlSASE/3.ATlJAN KER.IA*) 

15. Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil 
Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) 
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'I Pilih salah ~tu. 

NIP . NIP . 

meterai culrup 

Yang membuat pemyataan, Mengetahui: 
Kepala Kantor/Satuan Kerja 

bertindak selaku (Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hale/ Ahli 
Waris dsri Saudara ') menyatakan kesanggupan ds.n/ atsu mengakui 
skan berts.nggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp bsebutkan 
dalam huruf ) atas kekurangan (uang/ surat berharga/barang 
mI1ik riegara atau uang/barang bukan. milik negarau) berupa (sebutkanjenis 
dan jumlah uang, surat berharga1 dan/ atau ha.rang dimaksu~ dan saya bersedia 
untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawah 
Mutlak (S~fj. 

Surat pemyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari 
pihak manapun. 

Yang bartanda tangan di bswah ini: 
Na.ma/NIP : NIP .. 
Pangka/Golongan ~···· 
Jabatan . 
Unit . 

I SURAT PERNYATAAN KESA.~GGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN~) I 

16. Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang 
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
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"} Pilih 3-alzt.h I.I!.~. 

**) Pilih :i.alzt.h s:a1:u pc:rny~t.un 1. dan 2. !Lteter.ai 
,.."') Y-..e~a.."l Negara al.::."b.at P'!:ri:>ua= meJanua:r hukum paling lama. 90 ha..ri blender tejel,c 

SKTJM ditand11.tar.gani ~u alcib& i:-elaJzijan paling '!ema 24 bulan s:eju SKTJM ditanda.tm:.gani 
11.tau j.:mgkzi. wal...-+u :Eei.uai deng~ pen:etuju.,.n Mentcri ··at= j.:mgka walctu kor.dis:i tert.entu. 

Saksi-Saksi: 
1 ..... --- ·-·- ... --- .. - .. - -·· -· ·-. - - .... ·- 
2 ·····················--··········--·--- 

.NIP ...•......•.......•.•....•........... 

meterai cukup 

Mengetahui: 
Kepala Kantor/ Satuan Kerja) 

• ! . 

Apabila dalam jangka waktu di atas setelsh sa;ya menandatangani 
pemyataan ini temyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, 
maka Negara dapat menjual ata.u melelang barang jaminan tersebut. Sa;ya 
men,yadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan 
pembelaan diri dalam, bentuk apapun. 

l. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti denqan. menyetorka:n ju.mlah 
dimaksud ke rekeninq Kas .Negara di pa.da tanggal . 
(salinan bukii tanda seio« dilampirkan. bersama ini). -z) 

atau 
2. Jumlah Kerugia:n Negara dimaksud akan. so.ya ganti dengan men.yetorkan. jumlah 

dimaksud ke rekening Kas Negara di da.lamjangka waktu tttJ, 
dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ( sebuikan: denqan: 
huru]. ) dengan menyemhkanjami:nan berupa :t) 

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya be.rtanggung js.wab 
atas Kerugisn Negara sebessr Rp ( sebutkan dengan huruf ), yakni 
kerugian yang disebabkan atas kekurangan........................ (uang/sumt 
berharga/barang milik nega.ro atauuang/bcuang bukan milik negam"t berupa . 
(sebutkanjeni's dan jumlah. uanq, surat berhczrga, dan/atau baranq dimaksudi, 

. .. ... Alam.at 

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAW.IB MUTLAK 
Yang bert.anda tangan di bawah ini: 
Na.ma/ NIP : NIP . 
Ps:ngkat/Golongs:n : . 
J abatan : .. 
Unit : . 

17. Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan 
Pihak Yang Merugikan 
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, Pilih~~. 
'""'.J Pi1ih mlQ:i llm ~ 1. 11,.n 2. 
-~ ~ Mll~"'a ~mt ~tan m:4!!..~ lml.-um ~ lm SO twi l?!];n-t'-T Gj!il.. 

S?J'.JM ~ mmi ~bm J.-a'J .. fai•n p5l ifi! J.sie ~ 'bu.l!L"l. ~!I.I.: S-K'I'JM 
r!it:,nl!,t'"ne;mu &3.U ~ ~ :.;Q..,mi ·~~ pm-...Qt.1,ju;m Mrntmi !!.2.£ ~ wal."tu 
ki:m!!m. ~.mm. 

Saks:t-::!~: 
1. -·---· .•.•.•.•...••...•. ·-·--··· ...•.•.•. ····- 
2 .•.•.•..•...•.•..•.....•......•••..•.•.•.•..•••.. 

(N3ma ~E4tt1P,Ui/ Y4ng MQJ?J.pvro!11h 
H'ul Ahli Wm:: dari PQ:n~ng ...Ja,;rab 
K11:u,gi.an NGp;ari!J 

mP --· ................•. ·-·--··· ·-·· 

'lr-mf.!lt, te.ngg::u ·-························· :,.,:;r.,!"t!!.hu.i: 
KQp!!.m. Ka.nb:>Ii Sll.tuan }CQtj:1. 

A-pab:ila. 13~ jan,gj,ta 'W'al...--tu <!i: ataJ: t~lltah ~--.ya MQ?ll!!ld.!!.t:mgani: pGirnyataan ini 
tQrnyam tl:!rJ.:! tid4k m11:n,!E<:1.Dti H1'U!rub jumll!b i.,:ru~sn tGru~ut, mal.:a :U,ag.ua d<!lpat 
m.njuilll zmw. mQ'.L;Jl:JlE ~E jl:lal.m:.n t.;.nQb!l.t. S"a.Ja m~j,-:1.d!lri t.al:IW.:! s:Qtll!sh l.:11tt.n1."l~ 
mi ditiuat ti4al: boLQh m1mgajuilal.."1. i:..imb11r.san di:i datam. bcntu.k apapuin. 

2 . ..Jtml.mh K11:ru.gi.a!".1 :t:rG,p!'!l dimu."Ud ~=- .;:~a ~ti d11~ =n~'"lito:rli:::!n j:n:~'1. 
dml.sktud li:li rlilkG"mng K= it1Qp:,:i. di., ...•.... dal.5:D j:mgk!l i=l...""tu "'). <!11:t~ 
zmgs:'ll.r:m tmp bu~:m S:Qbllm Rp... .... ..... ... [.... i.~U;a;g dQJJgan lluruf •.. ) <!i;ng:an 
mi;nyQI"Zlhl::m j~mUJ. bGir!l.pi! ••••••••••••••••••.•••.••••• ") 

m"1lj".:i.t:l.k.:n dr.:x:.p.."1 ti.dAk ~ m11~ l.':i;:c.l:lzsti., b:~h:,r:1. ~:i.ya t~ggung jl!wa.b ams: 
JCQrug:il!.%1 N",5U.:l ~QbllUT Rp ..•....•..•••... [ ••..•• ~zn.ttitQn da.ga:,t ,-.:.r.nJ._f ••••••••• ), y,:il:n: JcQn:igmn 
d.J2.Qb:1.bli:= ,:i.t= J.:111.7!1.·r-.~ll:p.."l, [u:z~g,!.s-=t bo?ulrgc/b<mlng nu'"ii.11: ncgc.,;:z 
ct!nl ucmg/ barang !:W"..cm m:i::.I': n~nr• bc.ropa .••..•....••• (:11~.1,t•czn fenis <f::.n jum14h uar.g, 
.s-..m.:t !lcl'?ta.i-ga. dQn/ataa bani:1113 dima~d]. 
1. J~ K11:rugw:i NQ,F.S. dmmlc:.."Ud ~ .;:ay.:i. ~ti d11ngim m11ny11to:'.k= jumlzm 

dmi.ak~ud Jo;i rQJ.:~ Ks.:: NGg.!ll':i. di •...•...••......... p:l.da t=Eg::11 ••..•••..••. [i:alinl!.?1 bul.-1:i 
t.!md!l S:Qtm: d~_pLt":.c:.!1.."1 bQr~!!.m,!l mi]. 'i 

S111:l~.u P11ngmnpu/Yl:!.Zlg :MWJ~rot11b. H:.k/..\hLi Wmt") 
JCQrUP)l!.%11!~ 
N3m'tl./UCP 
Pang)::a.t/Oo.Lo~ 
1..l'mt 

Y:mg l:l~l!i!. t5ng:m di bl!'Wm mi: 
Na.ma - ••. ·---··--· ·---····· .•••..•••.•••.• 

SURAT ICET£RANGAN TA.NGO UUGJ.i\W AB Mtl'TL..UC 

18. Format SKTJM untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari 
Penanggung Jawab Kerugian Negara 
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3. Menjamm bahwa ba.""an:g-ba.""ml._g, hz:w.-ruuc atas:: ba..""ml.g, ~urat-s::ur.:i.t beibarg.:i., 
hl!k-hak atiu: t~an ters::ebut pi:ui.1:1. butir 1 di .:i.ta..1 ~ ben11r-be.."lar 
milik/hak si:~ya pribadi ymig eh s:erm tidak d~am k:eadaan :.:engketa dan tiidak 
terdapat beban-beb= lainnya. 

-4. Apabila .ampai denga.n tanegal cernyata s.:aya tidal.: :nimipu 
mengembelikan s:cluruh Kenlg:ian Nei:at'a s::el,, .. uuhuy:s., mal.:a. b:srmi,g·barang, 
hak-hak ata-. 'bara.."l~ ~urat-snuat berharga, h.'!lk-h~ ata: tagilian te:-s:ebut pada. 
butir 1 di a2st~ 1U1.ya ster.a.'Jika."l :.:epenuhnya 11:cpad.a nee;~a untuk diju-=l, dilclan5", 
ditagm N..&Jp'U?ll diterim.a guna penyele;:m.e.n kewajiba."ll st.:i.ya ur:.tuk bcrtanuun,,g 
jl!lw..:i.b a~ Kerugian Negara dim~s::ud. 

5. Apabila h~ F<enj:ualm:i./pclelangan/l?enegilia."'l ters:ebut pad.a. butir 4 di &alt 

t,,..rn.yatzi. kuran.g dari jumlah Kerugj.-~"ll Iliegara yeng ha.""U,,;: =.ya licemb~, 
m-aka ke~an.g.:i.n tetap :me.."ljaai tanggung j=ab :t.aya m.au Pengmnpu/Yan,g 
Memperole!h. Hal.:/ .A.1';-,!i Wari~ :.:aya. 

6. Apabila h=il penjuahi.n/peklzmgan/penegili-e."l ten.cbut pa-:h butir 4 di ~ 
:nelebihi jumlall keku..""ml.gan Kenlgian NeglU'ZI. yang h=us.: ::e.ya kcm~ewk:an, 
m-aka ke!ebihannya. akan .c:a.ya atau Pengm:npu/Yang JJ:,e:n:.peroleh Hal:/ Ar.li 

: /NIP . 
· /Gel. . 

Uni: 
Nam.a I NIP 
?a.."lgkllC f Golongan 
J~ 
Unit 

Dengan distakcika."l oleh: 
Nama J l~JP : lMtP . 
Pa.."lg",,.;a~ f Golong.:.n : /GoL . 
J~ . 

Unit: 

dengan mi mer:iyat~a.."l: 
lL. Bzshwa i.:eba.gai tindak l=jut a~ Sura: Keeranga....-. Tzmg&Ul]E Jawab :r...!utlak 

(SKJl\{I ym.g :.:a ya buat ta.."lgelll . .. ~..ngan ird s.:aya tn."'..nyenlhkzl.n 
ba.."'ml:g-baran.g, hd--hak at.as: bara.."lg, curat-,;urat buh=p, hak-hak ~ 
e-~ b--..rupa: 
a. T.:u:.ah (ebutk.an :.::-!!..t\lr:. Hak Milil.:/ .l\.d.a:/HGB, rua-., lok=i, bul..-ti pemilikzm 

d,!m lain-Jain); 
b. Sangun.an [s.:ebut:kzm. perm=en, :.:emi i?e:rmanen., l=~, lo!kas:i/alZlll!.at~ bul..-ti 

!MS dan Jain-l~li 
c, Saran.g bergeral.c {:.:ebutkanjeni:.:., nil&~ bukti pern;!il;:,rn dan lam-~ainti 
d. T.agih!U".: Piuta.ng ~s;:ebutka.."l jenk, r.:il-:.i, bukti pemilib.n dan lam-!zunt; 
e, 3urat-~Ut',M Berh:arg~ (e:butk:an jenk, nil~> bul...-ti pem.illi:a.."l. d:,.n Jain-l-am]. 
s.:cbag,:.i j~.an at~ pen.gem~ Ke~ N,egar.a. yang met".jadi 
tengsunBiawab s.:aya :.:eioc:.::ar Rp t :.:ebut:kml. denga_"l nuruf }> 

2. Bahwa bZ!.l'an,g-barang, nak atas: barang, s.:uni.t-.c:ur.at berharg~ hal.c: at~ t~~an 
i:er:.:ebut telah s;i:,sya s::erahk.an ke~ negar.a. yang dal= h& i."lE diwakili o!eh: 
tfam.a j NlP : / NIP . 
P&"lgkzt.: f Golongan : / Gol . 
J~ : (minimal Peja.~!!.: E~elon lI,IY...epala ~al:'!I Kerja} 

Y=g bert:s.ntl4 l:ml.g~ di oawah ini; 
l'121ma J N!P : /NIP i 
Pangkat f Golongan : / Gol. •] 

Jab Zl.ltan • • .. • • • • • •• • • • • • .. .. .. .. • • •• • • •• •• .. .. .. .. • • • • •• • .. .. • .. .. .. • •• • • ••• • ·~ 

Unit kerja : , 
Temp at tingpl. . 

SURA.T P:!:::RNY .. I\.T.A.'Ui JA?4UNAl'1 

19. Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan 
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i !Nii?,. ~5bt/golcon~, Jabate.n, u.-:iit di i=i bagi yar.ig m~da-tlll:l.gani E.ur~ 
per.nyataa."l mernpabn PeEZlW'ZLi l'{egeri Buk!m Bendaharl!I. ~ebzsga.i pih.=k yang 
merus:i.kzw.. 

Sahi-iu!lkri 
1 .. •···•••········ . 
2 . 

NJP •••••••.•...•..•••••.•••••....• 

Me,?..rai cuk>.:i.p 

Tempat, ta."lggal. •........•.. 
Ya."lg me:nye:rahkan, Yan,g menerin::a penyerer..an 

Jamhtan, 

D=ikmn penyerahan ir.i :.aya. b-wtt dmzmi keadaan sebat, :£ad4?' dan ta."lpa zsdzmya 
p~aan atau t.elca.."!lan dari. pih.=lc m=pu:1:1. 

Warist -ya terim.a. kembali :.ec:elah c!ipotong bi.aya-biaya yar.ig telah dikeluarkml 
a~ch ncgara stehubunga.--i de:ng-mi. penjWWl:11./pele·langan. 

7. Bahw.5. cknpn pencairzm j~a."l a~ K,eru_eµ.n Negara ini tid=lc 
mengenyamp:ingkan tin~ hukum p:ihak yang berwajilb dan auw tindzibn 
zi.d:n.i.J:us:t:rari kepe,g.:s.1.vman 1:iercb.stl!rkan pe::-at.u= p-..xuncui.n5-~5,~ yan,g 
berhl.."U. 
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·1 Diki: n!llDa •CJ:"E!!.ni:;:ui/ntu= k11rja t;:mpat ~JJ°Minye.. ~rug.ian m1F~- 
H) NJP. ps.ngkat/golon.smi, ja!:latan,. un."t <1i iri bqi yang m.u1.a.."l;t!atl!llgani ouat l.'"W!Zs. 

m;:rup:sl.::!!.n P;gs.wl!l NGra;ri Bui.ml. Bml~'l.!lla t.G'balgs.i. pi.h!!l.: yang :c!.Qra~. 

NIP . NIP .. 

Me!erai culo.ip 

......... . , . 

Demi:lcian :turat kua::a ini diberik.ls.n denpn s:ubmeuti . 

unwk dan -a!= nzsma pemb---ri k~ melal..-ubn tindakmi hulcum b--rupa. menjual 
dzmjat:w. :n-e:n.ai.irkzm bara.ng-bar.e.ng, haic-hak a~ ba."'?lllg, r.:u.~t-t.urai: bernarga, 
lmk-r.ak. ~£ ~ ya:ng :elah c:fu:erahkan. l.."'epada Negara s:esruai den~ t.urat 
pernyat..:u,.n jaminzm t:a.ng_g-al •••••••• untuk dit.etork:.n ke kait nepra 
s:eb4gm penyele;:m.an Kerugian Neg?L-ra.. 

Del.am hal ini 'be..~dak. untuk dan a~ ~ Neg?L-ra. (11.tent:eri Perd~pn 
Republik Indan.6:i:a) dan d4lm:c. meL:.1..-ubn: 

I.J'zi.ma J NIP · J N1P . 
Pangkat/Golong.e.n : } Go! . 

denga."l mi memberi l..,i..=:s. ~pada: 

Unit 
."Jmnat 

Yang bertand4. tz!ll.,gmi di bawah ini: 
Nzsma J l'UP : f NIP .. 
Pzi.n.gkat/G-olong,ar,. : / GoE . 
JZ!.!ba"'~ -1 

.................. ·············· ., 

SURAT KU.ASA UNTUK MENJUAL/MELEL..A.:NG 

NAMA U:NJT ORGA?,ISASI{ 8ATU.i\l~ KER.JA *'j 

20. Format Surat Kuasa untuk Menjual atau Melelang 
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Tem.b~an: 
1. Ketua Tim P!!nyeles.::&a."'l Keru:;iazt N'e~.,_, [TPKN); 
2. Kepala Sat= Kerj-a/ ~an Y..epa!a Satui!lll. Ketj.a; da.n 
3. Kepala Biro Keu=~'"l, 3elcreta.-iat Jender.:.l. 

be:rtan,ggung ja.wab at=: terJa.d:inya. kekur=g.s.n (uang/ £ur&t 
berh&'"gZL{beirang milik neg.ens. atau uang/bar.a.'"lg bukan milik nez.uai berupa 
• . . . . •. . •...•.•. [s.:ebud:a."'l jeni;; d~ jwnlm uiutg, s.:urat be:-::.;u-ga, d- "'l/ auu bani.n,g 
dimak~ud~ det1.E:L"'l jum!u Kern~ r{eg.ara cebec~ Rp { .. 
:.:ebutkan dala= hu.~ ..... ) yang di._:eba.E::,k.e.n i:-erbuatan Wzri s.:aya. 

Se:£~ ketentuen Pual 17 ayat 3 Per~an Menteri Perdag.anpn Noinor 
•.... JSJ-DAG/ centa."'lg Tata Car& Tu:ntutan Gasnti Kerugian Ne~& T,erh.ad·~ 
Pegawai Negeri B~ Bend1:1.~ara d1 Lir.gkungan Kenienteri=. PerdZig=E=, mllka. 
s.:aya wajl"b men~ti Kerugian Negara d.i=nek£ud d:i.lam. w.:ktu pziling ll!lm-a 24 (dua 
pwuh empa.'t) bula.n s.:ejak Su.-at Keteri!lll.e;a.n Ta."'lgg,l.lllg Ja,v,aib Mutlak {SKJMt 
di:tanda:tangani. 

Berkenai!Ul. dengan ihal terll.elbut d1 atas.:. ~ay.a m.emohon penlibe!~an jangka 
w.u.."""tu. penEembali:~"ll Keru~"ll Negara ~e~ denE1!.-"'l keten!Ua."'l ten:elnx yakni dari 
24 {duzs. pu..'u.~ cm pat} bwi!lll. s.~.e.l.: SJIT JM di:tanda~ menj.:s.d.i. . 
~ .•. sdiu:tkan cfoi!am. ru.tll'U..f ..•. ] bulan dan bened1a mel~"ll p=bayaran meWui 
p=otongan pjii/tur.Ja.."'lgmi zi.tau pens.i:uni :.:eb>-~ pet1EE'~"'lri=1. Kerugi:en Negwa 
dirnaJ.~ud. Pe:rmahomm ter~e but s.ayA Ajuka.n kzi.rena . . . . . . [se:bu:tka."t 
a!as-~"t/ kan::w.mya) dls.e.rtai dokumen. pendul..--ung· ~eb~.ar..a terlampi:r. 

SehubunE?L'"l de?J.,g.an L:i.poren Hzi.£il Pemerila.:zszm Titn Penyel=zua.n 
Keru~:1-"Ti Ne,g.ara fTPKNJ denpn nomor ..••...•.... ta.nge;al . . . •.••.•. perihal Lapo:-an 
H~ l!'emerik..:a&1 ••••••........•. 1 ye21g m.enya.tl!kan. b11:."i:iwa. ~ye: 
N'ama I z;n:p : •••..•.•.•.•••• / NIP ••••••......•.••••••• 

Yth. Menteri Perdagang,e,n Republik indonecia 
u.p. 

Sekri:t.zl.Ill: Jender,al Ke:ne.nterian Pe:rdzi.gang~ 
Ja!asn :>.I.I. Rfdu-m11 R-~fa No. 5 
JZl.kzi..~ 

Nomor 
La:npuan : &tu berk-~ 
Rs] : Pen:noho.nan. PerubMzm.J.a."'lgJCa WZlktu 

Pen~ balia.."'l Kerug:i.a.n Ne~~ 

21. Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian 
Negara dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 
Ahli Waris 
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T'e:mb~a.n: 
1. Kepala s~tu-!!.11 Kerja d:m Pihal.: yang menpjuka.n permoh~-r.; den 
2. Ketua Tm Pcnyele~~zm Kcrugi~ N~~ (TP~CN). 

Scb.ubunga."l dengan ~urat 3-.audara nomor .. talJ.U.:tl ... 
.................. perih3! t.er.:ebut di atar, yang- menyampzwta.."ll pe:rmohona."l peruba..~zm 
jaJ:l!b. waktu p-..ni-embalian Ke:r:upan Nee;a.ra terjadi alciba! lcelalaia.n ~uai denpn 
keten.tuan tersebut yakni dari 24 {dua puluh empat) bu!a."l :tejak SK'TJM 
dtt.andatzmgmi.i menjadi......... (.... sebatka.n: d:!!:r.gan huru.f. .•. 1 bu.Lm, denpn 
41~..n/kondiri tn'!llgajukmi permohona.."l me:n,~ -!!!!!(czwan/kondisi 
m:engajuk:an. permor..onan cia:ri pemohon). 

Berkenaan denga."l hal ten:ebut di atas, dengan mempeThati.kan 
al.as!:,lm/kondEri .d~i Saudua d.a:n ketentua."l Pera.tu.Tan Menteri Per&.g~p."l Nomcr 
.... /3.J·DAG} tenta.."lg Tu.ta Cara Tuntutan Gzmti Keru~ Ne~ T.erb.adap 
Pe:pwai Ne:geri Euk-...n Bentlaha..ora di Lingkun.g<!.11 K~enteria."l Perd~a."l&mi, m!!ka. 
cie:npn. ini diu.mp~ iba..11:iwa pennohonan Saudara.. mengenzu perub~an jzmgb. 
waktu pengembarla.>'l: Kerugi.an NeFa diml&:~ud dfaetujui at~ ditnl'M:~] 

Yth. Sdr (Pihak Yang J.fen.g.a}ukan Perm.cr.on~n] 
cli 

: Pe.-tetapzm Perubahan Jan,gka Wak.tu 
Peng-cmbalizm Kerugian Negara 

Nemer 
Lzlmpir.!ll1 
Hi!!!! 

KE14!EIIT~ P£RDAGANGAN 

22. Format Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian 
Negara 
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i D~i n,=a c~pnis:s.s:i/=tuan lcerja. tem~te:jadinya tetja.d.inya. Kenia:ian Negara. 
-J DAl:..m h!ll Pihlll. Ylmg Merugik.,=/P._np=pu{Ym.g ?.!=~lch Hu:/Ar.li W11..-i;. :i.~a;ki:.n 

kewajiba.n pcmbay11..=. s:a.mpm 1 [ca.tu} bulan r.ebelu:n me?ebihi walr.tu yang ·diF-e.-j=jika.'l :r.eba. 
a:ima..'la. ~nuli:: ad& SKTJM beral.h~. 

( I 
NIP . 

Kepala Ks.ntor/Satuan Kerja 

Demikian agar maklum. 

Memmjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlsk (SKTJM) tanggal 
........ .yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan 
melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak {PNBP) sebesar Rp ( sebutkan dengan 
huruf .... }. 

Menuru t penatausabasn piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum 
mela.kukan pelunasan/pemba;}'-aran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa 
piutang PNBP sebesar Rp ... ( .... sebntken dengan huruf ..... ) sesuai dengan tanggJ31 
jatuh tempo sebagaims.na tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab 
Mu tlak (SKT JM). 

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membaya.r tagihan tersebut 
dengan menyetork:annya ke Kas Negara pada Bank:/Pos Persepsi untuk rekening Kas 
Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 
tangga).. .. . .. . .. . . . . ... . dan a:pabila. Saudara telah melakukan penyetoran, diminta ags.r 
fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami. 

Apabila Sa.udara belum meluns.si/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal 
tersebut di atas, kami skan menerbitkan Surat Pens.gihan (SPn). 

Yth. Sdr {Pihak Yang Afena.ndatanggani SKTJ.11~ 
di 

: Surat T eguran Melalailcan Kewajiban Pelunasan/ 
Pembayaran Atas Piutang Kezugian Negara 

Nemer 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

NAMA UNIT ORGAN1SASI/ SATUAN KERJA "I 

23. Surat Teguran kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli W aris Melalaikan Kewajiban Pembayaran sesuai dengan 
SKTJM 
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"] Du.ti nm w !!,="lien/~ laD:]a tm:::ipm; ~;a K11rUe:fzm. Na~ 
-.) i?i1:h 2~ =ti.1. 

T~'li::an: 
L Kctua Maj'elis.: Pe..-..ycle.:aian Kerugja.n l?fe5~a; cfan 
:2. Pimpinan U nit E,;;e.on i beri.angl,.."Utan. 

NlP --·--· . 

Ke~ Satuan Kerja/ Atzczm Kep~ Satu~"l 
Kerja"i 

2. Menindak!anjuti ha! ~~ebut di ata:, bmi t:ehs.h m,elal,..-,ikan penur.tutzm 
penEE~ Kerugi-ar.: Negara dan s~ud-- ..... ira ••••• •• • • • • • f?i.h=.k yang 
M-erusi]am/Peng=pu/Yer.g M=peroleh His.k/Ahli Wari.:) tehih :me:m1.ndatzmyuii 
Sur.llt Keter.ui.ga.."l, Tan_2'Ung· Ja.",ab Mutlak (SKTJM] t:an55,::J yang 
bermn~g jawafb ~ Keru~ :Negua ~ebe!:-ar Rp ~--· ~butkan denga.n 
huruf .•. , dan iS.k.an .di,pnti dalam jangka wa.1.."1:u ...........•.. , dengan ang.urU1. ti-=,p 
buh, . .n ::eb~.u Rp ...•.. ( =bu&im d~gan hu."'Uf ) 4terlampir SKTJMt. 
Namun 1:am.pai beruhirnyajzi.ngka w-aktu ~..s:UAi .SKTJM d!imahud, Saudara ........ 
belu:m melal..,ik;an pe!u..-ia.Zl.l1 am. Kerugi~ ?'(,egara dimzslc::ud. 

S. :Se:hubungan dengan h& tei:-!:ebut di atm:1 Sau~a •... di.nyat:zlbn 
w~pre:.:::~ karena melmlail.:an l..""e.wajiban. p~bayaran s.-e;:uai der..gan SKT.JM 
dimahud dan .e1Miijumy.s:. penye<le~ Kerngian Negara dimzslc::ud dap~ 
diterus:ka..":1 lee Majelic Pe:nyelec~a..>1 K,a_zugian Negara. untuk :me..-idapat penetapZl.l1 
putus.m:a berupa. pen:im~gan penyelecl!iEa.."l K,a_rugian Negare dim~cud 4terlam:¢r 
doku:nen penduku:ng penyele:.aian KerugSan iNe5.ara dirn'IJ.-.-ud). 

Sehulbu::.~ d.engzm. luil ter=but di a~, dcn5-a.-i. h.ormat k=i.mi laporkan ha! 
.ebegai b--riku:: 
1. BervJman ad.any-:!'. K~ Negara di lingku-"lgan •....•..•........ {&zma:n KerjC:, yang 

di~ebabl;2m keku.""a.ng.e.n ..••••.••. (u..a."tg/s-..trat berr.argaj'bara."tg milik negaru a:tau 
uang/ ba:ran,9 rr..ckan mffik ne9a~, be:upa . . .. ..•.... .. [sebu.t11:an pis dan jumlah 
uan9, .su.rat buha:rga,. d.an/auw ba:r"l:m9 ,dimaic:suci) ~ebagai, Zllcihaii: perbuatzm 
........ .:melanggu hol...im/La.lai-:J dA.oi Saudara. NIP............ Jabatzm 

Yth. ?l.fenteri Pexdaga.u~ :Repu.btik lndonetia 
u.p,. 

Sekret:a.rk Jenderaf Ke:nenteri!m Perdagan5m. 
J:,Jan M . .I. ffidw~-i Rmt: 
Jakarta 

: Rahatia 
: ~tu beik=: 
: Lapo=n P..:his.k yang ti.de~an/Pen~pu/Yan5 
Memperoleh Hak/Ahli W.aris.: dinyataka.n wa.nprestta..d 

No,mor 
:Si!at 
Lampir.ui. 
H.zd 

NAM.->. UNlT ORGANISASll3ATUAN KERJA.,.] 

24. Surat Laporan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 
atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi 
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") !Cu.i.nmm. m~/~timn lml:ja·tlimp:lttmfminy~ ~·~ 
-J Pi:lib. ~ ::zmi. 

Tei:n bus:m1: 
1. Pi:npi.'"lan Unit E~don 11:>ers.angk,,.itzm; da."l. 
2. Kep8l-a Biro Keumige.n, Se:kretman Jende:r~. 

NlP ..............•.......... 

Ketu.a Tim TFKN, 

Sehubu.nga."'l denza.n h~ ten.ebut di ~~. denga."l r:.onc.a: ~i 14pork= 
ha! s;e~ berikut: 
ll. Berk.en=n ad.any.a Kerugi~ ?-legani. di lingku..'lgan ......•.•............. (Satuan 

Ki!:rjai yang dil.:e:babkan ata~ kel.'"UI'en~ (uang/i.ur~ 
berhe.rp/ba.ra.'lg :nilik neg.s.r~ atau ua..'lg/barang ·buke.n milik neg.s.r~•i berupa 
..••... (se-butk:an. fe!ni.s dan. J~n".lah uan9, .sura.t ~~a, dan/ crt!l!.C barang 
dmtaksu~ s.e:bag~ akiba.t perbuat.zm . . . . . . . . •.... m=!angga:r- hu.ku.m/ keli:zt:ucm00J, 

da."'? Saudar~ ...•.....•.• 4.Pi..'1.ak Yc:n.g, Mcu.gi.k.cm] {tcrlampir haril pemeril..---.a.e.a."l). 
2. Meni."ld3.kl-:mjiuti b.al tes.e:but di at:G, kami tie.ah mel~ pi::nur..tutzm 

penggantian Keru;-ian Ne:g~a kepa.da Saudare. . . . . . . . . [Pihak yan.g 
Me-ru.3ikar.,1'Pen9am_mi/Ya.'tg J!=m..~ero[eh. Hak/Ahli U-'ari.sJ, n.,.mun Sa.ud:ara 
••••....•..•.• (P.ir..ak: yang Merugik::z..."t/Pengampu/Yang J.fem_~C"Oleh Hak/.4.hli l\Taris] 
rid!!.k bcrs:e.cfi.e. me:ngganti Ke:rugi::r. l.ie:gl:U'a dm:vo...k.t.ud dalam bentuk Su.r6! 
SCe:ter~"lg:an Tanggung J.aw~ Mutla.k (SKT JM). 

S. Sel-.ubu.."lgan dengan Surat Ke:term1gan Tanggung J.=ab Mutlak [SB.."TJM) ti~ 
mu."?i~ di_'!:>e.roleh dari &!:uda.""a ••.•....••......... (Ffhak gan.g 
Me-ru.3ik=/Pen9arn._t:r...l/Ya.'tg 1.fem._C'e':"Otu!. Hak/.4r..t'i ~ra...=..s), :n&a1. :nenu:ru! 
pendap4t k~ kire..nya p-"-..nyele:~ Ke:-ugian Neg= di.mab:ud &pat dip:-os.e::. 
!e:bih l&1ijut den,g-:m m.e..'"lerbitk= Surat Keputu2.an Pembebi=zsn PenEg~tum. 
K-e:ru~ Semer.~a (SKP2KS). 

dii 

Yth ..•.....••..........••.. (K=paCa S2ruan. Kerja/-4.tas:an. Kepala SaNa.'1. Ke,ja.6) 
3el.aku Pejabat Penyetsai.an Kerug:a."l Ne:g~a (PPKNJ 

Siiat : Raha.m 
L=pfran: Sa.tu beck=: 
He.J! : La.pc= SKTJM Tidak Dapat D~pe.-role~ 

Nomor- 

25. Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh 

- 82 - 



*) Diisi nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. 
**) Pilih salah satu. 

NIP . NIP . 

Yang menerima Mengetahui 
Kepala Satuan Kerja/ Atasan 
Kepala Satuan Kerja,,,,.) 

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara 
(SKP2KS) Nomor tanggal . 

. . . 

. . . 

.............. /NIP . 
............. /Gol . 

Nama/NIP 
Pangkat/ Gol. 
Jabatan 
Unit 
Alamat Rumah 

Pada hari ini .. .. .. .. . .. tanggal . .. .. .. . - .. tahun .. .. .. yang bertanda tangan di 
bawahini: 

TANDA - TERIMA 

NAMA UNIT ORGANISAS / SATUAN KERJA v) 

26. Tanda Terima SKP2KS 
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.,) Diisi nama organ:isasi/ satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian 
Negara . 

., .i.) Pilih salah satu. 

NlP . 

Pemohon, 

yang dinyatakan bertanggung ja~rab atas terjadinya kekurangan . 
(ua:ng/surat berharga/baro:ng milik negara atau ·uang/barang bukan 77Uak 
negara., J berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang~ surat berharga, 
dan/ aiau baranq dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebasar Rp .. ·= 
( sabutkan dalam huruf ) yang disebabkan karena perbuatan 
melanggar hukum a.tau lalatw). 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas 
surat keputusan dima.ksud dengan alasan .... .. . .. . .. . . .. .. . . .. (terla.mpir bukti 
pendukung keberatan). 

Demikian disampaikan pemohonan saya, atas perhatian Saudara 
diucapkan terima kasih. 

. . . Unit 

Sehubungan denga.n Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
Sementara fSKP2KS) Nomor tanggal perihsl ters.ebut di 
atas, dengan ini saya: 
Nam.a/ NIP : /NIP . 
Pangkat/Golongan : /Gol.. . 
Js.batan . 

Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
u.p. 
Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja.i.) 
di 

: Satu berkas 
: Keberatan Atas Keputusan Pembebanan 

Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) 

Lampiran 
Hal 

- .................................... Nomor 

27. Format Surat Keberatan SKP2KS 
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i Diici nama org.:mi&:a.ri/ =tu.u1i kerja temp at terj-e.dinya. Ke~an !l'~e5-a...,,,. 
~ Pilih =l!h 11:-:,.tu. 

Tcmbui.an: 
1. Ketua M~jeli;: Penyele:.:aian Kerug»n Ne,g.ua.; d~ 
2. Pimpa..-:1an Unit E:.:eEon I ber.angks.itan. 

NIP .. 

Ke~ Satuan Kerja/ 
Ata:=z,.n Kepala Satuan Kerj'a.•j 

Dea:wci-:=...."!: 1.:mni lAporkan, at~ perhatia.-:1 ~,I .bu dwc:apk:m terima 
ka.rih. 

Seb.ubunga.-:1. d.enga.n h.al! ter~but di ,atai::, dcnga..-:1 henna,: kzlmi laporka.n 
hill s.:cbagai berikut 
1. Berkenaan denpn denpn teh!h. d-~2Pbnnya. Sur.s.t Keputu.zm. 

Pem't>ebZlll,UI. Pengp.nti~ Kerugizm. Sementara {SKP2K3~ Nomcr •....•....... 
tangg,=J. perih-~ (t.er!ampir) y=g menyatakan b-.,.hwa S~ucfllrll 
.............. (Pihak Ya."tg A!cugika:r:] bcrtmi~ jl!lW4b a~ terje.clinya 
lcekunmg.:m. .. .. .. .. .. ..•.... (::.tang/ .sun:z.t berharga:/bara.ll!g :nu1ik ~-9~..-a at!W 
1;1ang/barang bukan m.mk :negaru"i bc:rup4. (seb-..ztkan ja:.is d-~-t 
jum.fah uan91 .surat b~rJ.-arga,. dan/ at~ b2rang t:iimate.S"..ta1 dengan jumlah 
Kerug.ia.n Negara ~e.bcer Rp ······~ I. •••••••••• .tebu.:kan da!am huruf .. 
} yang d.uebabkan karena perbuat6lll m~ar.gg.a.r ~k-.tm c:ta".t talai•><•]. 

2. Sehubu-rigan deng·an dit~tcg,Feannya SKP2KS d~d. di atcu:, S=:dara 
.......... (Pihak Ya.--eg Merugikan/Pen9ampu:/Yan9 J.fern._~~ Hak/-4.h!i lVaru] 
mengajukmi/cidak meng~uka..":: kebe.ratan •i .iwo...sr SKPZKS di:maks.ud. 
(dalam h!Jll rnen9~it1.k:an ke-b~ratan ata.!. SKP2KS .se-bu.tka:n r.ornor, ta."'?ggal d~"t 
perihal $Urat kdie-:ratcm serta. afasan rnengafakan keibe-n:i:tar.J 

3. Menmd,.kJanjuti hill ter11:ebut di Atast, penyele-tai.an Kerngizm N~a yang 
te!ah diterbi:b.n SK?2KS dim.alm.:d dan ?ih~ Yang 
Merugik!!k.n/Pen~pu/YZ!.11g 11.femperoleb. .Hali:/ Af:.!i Wari~-M) Saudara 
....................... mengajuka."l/tid~ meng.s.juka.n kebexata.n -J a.ta~ SKPZK:S 
dimaks.ud, :maka untuk :.:ele.njutnya. penye!e;:man Kerugm:n Nepra. -dimak.t.ud 
diteruStka.n Ke JM.ajelis:: ?enyele£aian Kerug:Ean Negara. untuk mend,~ 
pertimbanpn pen.ye!e;:~ Kerugi--..n Ne~..,,, dimalcs::ud d~"l terlainp~ kam.i 
a!i.mpaikan dok=en pcndul..-u.n;g penye!e.;::aia.n keruEi,-..n nepra. s::cbagai 
behan pertim.bangan Majeli~. 

Yeh. Menteri Per-dagangan Republik Indo.ne-tia 
u.p. 
Sell::retZlrisr -Je:r.:de:r~ Kemente:rmn Perd-apnga.n 
Jal.l!lr.l M.I. Ridw.i,.n P...ak no.5 
J~ 

Sif'M : Ri!l..~a..:ia 
~pi:an : Satu berkas.: 
Hal : ~oran Pen,erima.an{Keberatan "") Ata..t. SKP2KS 

: L~- tfomor 

I NAMA UN]T O~G.l\J~lSA.Sl/ SA.TU.AN KERJA, I 

28. Format Surat Laporan Penerimaan atau Keberatan atas SKP2KS 

- 85 - 



NIP . NIP . 

Yang menerima Mengetahui 
Kepala Satuan Kerja/ Atasan 
Kepala Satuan Kerja 

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) 
Nomor tanggal tentang .. 

: /NIP . 

: /Gol. . 

Nama/NIP 

Pangkat/Gol. Jabatan 

Unit Kerja 

Alamat Rumah 

Pada hari irii tanggal tahun yang bertanda tangan 
di bawah ini: 

TANDA - TERIMA 

29. Tanda Terima Telah Menerima SKP2K 
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••••••••...•.•....•..• {21 ) ......•...........•..•...... 

. , ·····-·· [:OJ .......•..•...........•.....•... 

• ••••.••••••••••••• ( 19) .••..•..•.. 

Jeni;. Belanja 

: ..•........•..•... f19 ......•..• 

: ........•..•...... (19· ········•· 

: .........•.•..•..• t19) ••••••••. 

: ..•...........•..• {19) .......•• 

: l19) •·•······ 

l. Surat pen~ ini lulrus.: dirim.pan bail..-baik 
~- Seti.ap penyet:ora:n .:.~ t:a.ginan mi, agar pada. 

bukti s;:etor berk-..na.sn di=tt.•:n\."1'1n t.=.nggal dzs.."l 
no.mar 3·..1."'llt Per.agih= iru. 

s. .i\p:l.bila penyeto:ran. dilzslc:uk.an .tend.in ke bank 
pe.~ep!tl, ~ penyetoren menggunekan 
kode-kode s:e.tu.:.n kerja .te~ana ten:ebut 
di. alas:, ke:mudian fokop.i bukti per.yetorzs.."l 
t:er::ebut cfu:ampaikan .lcepacia. =r..usn ke:rja 
ben:angl...itzs.."l. 

4. Sura: Pen~ i::.i berlal...i s:eba.g,,i s.ura-: 
penapa..~ pe:t:!.ma. 

ti.a=im~.sn 
~ R.. ••• f-.17 .•.. 1 

c. Jl!tllll ~.po ~:.y:.r:n 
~oti:.p ~ .... !lS) .. -. 

.1G.lb NmpO p=bSJ:U:!ll a. ... (16) ..•..• 

SF.n ~..l.···-· 
( ••. 15 •.. J 

: (19) ••••••..• Pung-.:i 

Jeni;. Kewe~a.."lg:11.."l: ..•..•..•..•..•..• l19) •........ 

: ••.•..••.•.....•.. ( 14t .....•....... Y.:itu 

: ..•..•.....••....• l19) •........ Lok~ (15) . Den&a:n huruf 

: .....•..•..•..•..• ( 19) ••••••••. : Rp (12~ 

: t19) •.•••• 

: (_19) ••.•..•••• Ke=e."l.teT.11.."l 
Negara/Lernba,;a. 

Penyeto:-an Piutar.g PNBP ke Kou Neg4ra. 
rnenggunaka."l lcode·kcd.e s:ebapi berilrut 

: ••..•.•••.••.•..• f 11) . 

: (101 . 

Berci~kan dckumen s;:u:nber:- ~-Da.a*-ZS.."l piutang PN6P berupa Sur~ Keputur--..n te."lt=Il! ....•......••••. 
(6 •............. Tanggal...... l'7} .••.••. Nc,mor (8) yang ciitexb~tka.."l o!eh {9 .....•.... ke~ 
pegmvai/pihu terutang y=g tenebut di bmva:."'l ini: 

Sit.tu.an Kerja. . . ( 1) ••• 
( ... 2 ... ~ 

Nomor: (4) . 
lexnbar ke: ...•...... (5) ..•.. 

K~enterian (3) . 
SURAT PENAGIHAN (SPn) 

30. Format Surat Penagihan 
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(1) Diisi dengan nama satuan kaja - 
{2) Diisi dengan kode satker 
(3) Diisi dengan nama kementerian lembaga 
(4) Diisi dengan nomor surat pen.agihan 
(5) Diisi dengan lembar surat pena.gihan 

a. Lembar pertamaootuk pihak yang berutang; 
b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebaga.i 

penagihsn; 
c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebaga.i 

dok-um.en pencatatan/penatausa.haan pada Kartu Piutang 
(6) Diisi dengan uralan surat keputusan 
(7) Diisi dengan tanggal surat keputussn 
(8} Diisi dengan nomor surat k"'E!putusan 
(9) Diisi dengan pajabat yang menerbitkan surat keputuss.n 
{10) Diisi dengan na.ma pihak tern.tang 
(11 j Diisi dengan alamat pihak terutan,g 
(12, Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka 
(13) Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam hUl'Uf 
(141 Diisi dengan uraian piutang PNBP 
(15) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembS:3--aran piutang PNBP (s.atu bulan 

terhitung sajakjatuh tempo pemba;yaran piutang PNBP) 
(16) Diisi dengan angka yang menu njukan berapa kali piutang PNBP akan 

diangsur 
(171 Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka cl.an huruf 
(18) Diisi dengan t.a.nggaljatuh tempo pembayarari angsuran 
(19) Diisi dengan urBlan dan kode Kementerian Nega.ra/Lembaga, Unit 

Organisasi, Satu.an Kerjat Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, 
program, keg:iatan, output, Jerus belanje, akun piutang PNBP 
bersangkutan.. 

20) Diisi dengan ternpat dan tanggal penandatangs.n/penerbitan SPn 
(21) Diisi dengan nama dan HIP Kepala Saluan Kaja bersangkutan 

Uraian lsian No. 

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan 
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'") Diis.i nama orgaqlsasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadieya 
Kerugian Negara. 

.... } Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKT 
JM, SKP2KS, atau SKP2K 

'"") Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan 
SPn. 

'"""} Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat 
keterangs.n tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan 
SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat 
keters.ngan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS 
atau SKP2K. 

Tembusan: 
1. Ketua Badan Pe.meriksa Keuangan; 
2. Ketua M ajelis Penyeless.ian Kerugi.an Negara; 
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); 
4 ; 
5 clan seteruseya ; dsn 
6. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu 

/Yang Mem peroleh Hak/ Ahli Waris) 

( ) 
NIP . 

..................... , .. 
Kepala Kantor/Satuan Kerja 

Kepala (Satuan Kerja') dengan ini menerangkan bshwa utang 
sebesar Rp ( sebutkan dengan huruf. .. ) atas ns..ma Sdr , 
yang berdasarkan Surat Nomor tanggal ), dengan 
jangka wsktu yang ditetapkan untuk mengembal ian Kerugian Negara selsma 
............ serta yang ditagih dengan Surat Pena.gihan (SPn) tanggal . 
nomor - .. ~ telah diba.yar lunas. 

Sehubungan dengan Sdr , telah melakukan pelunasan ganti 
Kerugian Negara, maka. segera dilakukan pengembalian barang 
jaminan/pengembalian hart.a keka;yaan yang disita~""") 

SURAT KETER.\NGAN LUNAS (SKTL) 
Nomor: 

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA"' 

31. Format Surat Keterangan Lunas 
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i Dilti n= or.g:nkw/s.atwui kerja temp.~ terjad:inya tcrjzs.dinya kerugia.n 1-e,g;ua. 
") lti r.a:n~ Pihllk Y~ M~/Pengampu/Yang M=:.peroleh H~/ .tuw WMk. 
-, 3ebutl..an pene.tap.,.n pengenibalian Ke.."'Ugl:m Negara bud~ark=- 3KP2K3, ata.u SKP2K . 
.. ., 3ebutkan 11.pabila pehmaan p~ dilal.."'1l=."l di--npn penerbitan SPn. 

NIP . 

Kepala. Kantor 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita. atas harta kekayaan a.n 
Sauda.ra w) oleh Sauds.ra sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan {SPP) 
nomor .. .. tanggal .. dengan Berita Acara Penyitaan nomor . 
tanggal .........• dengan ·mi kami mengajukan permohonan pencabutan sits. atas 
harta keka,yaan a.n Saudara .:u.} untuk dilakukan pengembalian harta 
ke~·aan yang disita kepada Saud.a.ra ,1,11 · 

Sehubungan dengan hal ters.ebut diata.s, dengan ini kami sampaikan 
bahwa Saudara "'*), telah melakukan pelunasan piuta.ng ganti Kerugian 
Negara sebasar Rp ( s.ebutkan dengan huruf ) yang berdasarka.n Surat 
.............. nomor tanggal ~.i), dengan jangka ll.•aktu yang 
ditetapkan un tuk mengembalian Kerugian Negara s.elama serta yang ditagih 
dengan Sur.at Penagihan (SPn) tanggal nomor .. .. . .. . .. . .. . . ~ ) dan atas 
pelunasan piutang dimsksud kami telah menge?uarkan Surat Keterangan Lunas 
(SKTL} nomor tanggal {terlampir SKTL). 

Yth. Ketua Panitia. Uru.san Piutang Negara 
di 

: Pennohonan Pencabutan Sita At.as Harta 
Kekayaan a.n. Sa.udara. ~.i) 

Nomor 
Sifat 
Lsmpiran 
Hal 

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA ~) 

32. Format Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan 
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*} Dfai n= organi.a..i/s:atu.sn kerja t.e:mpal:: terjadin~ terjll.di:nya kerugiAn Negan1.. 
.. , Pilih ~ ,:;;atu. 

Pemohon, 

Demilcian disampaikan pemohonan ini, atas perhatian Saudara 
diucapkan terima kasih. 

Sehubungan dengan hsl tersebut di atas, dengan hormat sa;ya. 
mengajuka.n permohonan pengurangan tagihan negara ;yang telah ditagih 
kepada saya ternyata lebih besar dari pa.cla yang seharusnya ssya b&J,-arlr.an 
be:rdasarka.n pem b~-aran pelunas.s.n tagihan negara sesuai 
SKTJM/SKP2KS/SKP2K .. ) fsebutkan nomar/tanggal/peri.hal 
surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2KuJ dimaksud yang 
seharusnya. SSJ'a. diwajibkan memba;yar ganti Kerugian Negara sebesar Rp .... 
....... f ~ebutkan dengcm. huruf. ), namun yang ditagihkan ke saya sebasar 
Rp '( sebutkan dengan huruf. ) dan SSJ,'a telah melakukan penJ,""etoran 
ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi••j sebesar Rp . . ... . . . ... .. ( ... eebutkan. 
dengan huruf. .... J. 

Berkenaa.n dengan hal terse but, s~ra mengajukan permohonan 
pengurangan tagiha.n negara dengan bukti pendukung mengenai adanya 
jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih temyata lebih besar dari pada yang 
seharu.snya sesuai SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K"-) dimaksud. 

Yth. Kepala Satuan Kerja•) 
di 

Nomor : . 
Lampiran : Satu berkas 
Hal : Permohonan Pengurangan Ta.gihan Negara 

33. Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara 

- 91 - 



Salinan sesuai dengan aslinya 
:::ier..R~o·at Jenderal 

ZULKIFLI HASAN 

ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

") Diisi nama organisasi/ satus.n. kerja tempat terjadinya terja.dinya kerugian Negara. 
..,.} Pilih salah satu. 

....................................... 

Pemohon, 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/ setoran atas ganti Kerugian 
Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K **) . 
(sebutkan nomor/tan99al/peri.hal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan 
tagihan sesuai surat Kepala . .. . . . .. .. Satuan Kerja"J nomor........ .. tanggal .. 
perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara 
dimaksud sebesar Rp ... ,- ( ... sebutkan dengan huruf. ... ). 

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran/ setoran atas ganti Kerugian Negara dan 
terlarnpir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran 
dimaksud. 

Demilcian disampaikan pemohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan 
terima kasih. 

Yth. Kepala Satuan Kerja*) 
di 

: Pennohonan Pengembalian Kelebihan Setoran 
. . . Lampiran 

Hal 

Nomor 

34. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran 
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